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KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Februari 2021 mengangkat laporan utama mengenai 
polemik tentang usulan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). 
KASN sebagai lembaga non-struktural (LNS) bertugas untuk mengawasi 
penerapan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Penegakan 
sistem merit melalui KASN banyak direspons positif oleh ASN yang 
mengalami tindakan sewenang-wenang. Terlebih, iklim birokrasi Indonesia 
memang masih rawan tindak korupsi dan jual beli jabatan. Oleh karena itu, 
usulan pembubaran KASN oleh DPR perlu ditinjau kembali melalui evaluasi 
kinerja yang komprehensif.

Di bidang hukum, Update Indonesia membahas tentang pentingnya 
harmonisasi UU Pemilu dalam rangka mencegah praktik politik uang dalam 
pemilu dan pilkada. Reformasi dan harmonisasi regulasi diperlukan agar 
dapat memberikan efek jera bagi para pihak yang terlibat politik uang. 
Selain itu, kami membahas tentang pasal-pasal yang diskriminatif dalam 
Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). 

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang rencana Kepolisian 
Republik Indonesia membuat polisi dunia maya (virtual police) yang 
bertugas mengampanyekan pentingnya keamanan data pribadi. Selain itu, 
kami juga membahas tentang keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
yang mengakomodir kepentingan partai politik ke dalam pemerintahan. 
Lantas, bagaimana nasib masyarakat ke depan ketika kekuasaan berjalan 
tanpa pengawasan berarti dan keseimbangan? Selanjutnya, kami membahas 
tentang polemik UU Pemilu. Revisi UU Pemilu diharapkan dapat menjadi 
pintu masuk untuk memperbaiki kualitas pemilu. 

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang masih adanya 
kekerasan yang di lakukan oleh oknum polisi. Kekerasan yang dilakukan 
jauh dari fungsi polisi sebagai pengayom dan prinsip kepolisian demokratis. 
Selanjutnya, kami membahas tentang penerapan Pembelajaran Jarak Jauh 
(PJJ). PJJ didesain untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun 
adanya fakta bahwa banyak anak yang bermain dengan teman sebaya 
mereka tanpa protokol kesehatan di masa PJJ, justru dapat menyebabkan 
klaster penyebaran COVID-19 tersendiri. 

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan 
dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun 
bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, 
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baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi 
aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, 
sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang 
kebijakan publik di Indonesia. 

Selamat membaca.
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Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara 
dan Usulan Pembubarannya

  

Beberapa waktu lalu, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
menggelar rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, 
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan Wakil 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) 
Eddy Hiariej terkait Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil 
Negara (RUU ASN) (Kompas.com, 18/01). Dalam pertemuan 
tersebut, sejumlah usulan dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPR 
Syamsurizal. Salah satunya adalah dihapuskannya wewenang 
Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) untuk selanjutnya diberikan 
kepada KemenPAN-RB. 

Menurut Syamsurizal, KASN dihapuskan lantaran kewenangannya 
yang tumpang tindih dengan KemenPAN-RB (Tirto.id, 01/02). 
Masih dalam artikel tersebut, MenPAN-RB, Tjahjo Kumolo 
mengatakan KASN masih diperlukan sebagai pengawas penerapan 
sistem merit secara independen. Melihat pro-kontra usulan yang 
terjadi, perlu untuk ditinjau lebih jauh bagaimana eksistensi KASN 
sejak lembaga ini didirikan pada tahun 2014. 

Pembentukan KASN dan Peranannya

Usia KASN masih tergolong muda. KASN lahir sekitar enam 
bulan usai ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang ASN. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa KASN 
merupakan lembaga non-struktural (LNS) yang mandiri dan bebas 
dari intervensi politik yang diberi tugas untuk mengawasi penerapan 
sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Secara 
struktural lembaga ini berada di bawah Presiden, sehingga dalam 
pelaporan kinerjanya KASN langsung memberikan laporan kepada 
Presiden.

Selain itu, dalam Pasal 28 UU ASN  menjelaskan bahwa KASN 

Laporan Utama
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dibentuk dengan tujuan mulia. Pertama,  menjamin terwujudnya 
sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN. Kedua, 
mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, 
dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Ketiga, mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, 
dan nepotisme (KKN). Keempat, mewujudkan Pegawai ASN yang 
netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan 
suku, agama, ras, dan golongan. Kelima, menjamin terbentuknya 
profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat. Keenam, 
mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja. 
Sistem merit memberikan kesempatan kepada siapapun untuk 
menjabat di lingkup pemerintahan dengan menitikberatkan pada 
kompetensi yang dimiliki.

Sejumlah situasi khusus di Indonesia melatarbelakangi didirikannya 
KASN, salah satunya adalah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
(JPT)  yang tidak transparan dan sarat dengan penyimpangan, 
seperti jual beli jabatan dan kentalnya intervensi politik. Situasi 
tersebut sangat berpotensi menodai pelaksanaan UU ASN yang 
menjunjung tinggi sistem merit. 

Woodard (2000), seorang pakar Administrasi Publik asal Amerika 
menyebutkan bahwa merit merupakan penopang utama bagi 
terselenggaranya manajemen atau tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance) dalam segala aspek, termasuk pengangkatan 
jabatan dalam manajemen pegawai pemerintah. Dalam konteks 
tersebut, manajemen publik merit berperan sebagai nilai (value) 
yang berkonotasi keadilan (fairness), persamaan (equity), dan 
penghargaan (reward) dalam jabatan publik berasaskan prestasi, 
bukan atas dasar prinsip politik atau diskriminasi ataupun tindakan 
favoritisme lainnya. 

Jika melihat situasi di Indonesia, iklim birokrasi yang ada belum 
siap melaksanakan fungsi pengawasan secara mandiri, lantaran 
masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan ASN. 
Penyimpangan ini dilakukan baik oleh mereka yang menduduki 
jabatan fungsional, struktural, termasuk yang menduduki jabatan 
politis. Eko Prasojo (2021), Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Indonesia (FIA UI), menggambarkan fungsi KASN 
sebagai the guardian of merit system atau pengawal sistem merit di 
Indonesia dan KASN adalah jiwa dari UU ASN. KASN diharapkan 
menjadi pengawal sistem merit yang menjunjung tinggi kualifikasi, 
kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar 
dengan tanpa diskriminasi. 

Laporan Utama
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Untuk dapat memaksimalkan pembentukan KASN, Pasal 32 
UU ASN menyebutkan bahwa KASN memiliki lima wewenang. 
Pertama, mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT mulai 
dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, 
pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan 
pelantikan. Kedua, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, 
nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat 
mengenai laporan pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode 
perilaku Pegawai ASN. Keempat, memeriksa dokumen terkait 
pelanggaran norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. 
Terakhir, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari 
instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran 
norma dasar, kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Melihat latar belakang pembentukannya, KASN memiliki tujuan 
yang strategis untuk mendukung terlaksananya sistem merit. Pada 
praktiknya, sistem merit yang menjunjung tinggi kompetensi akan 
berusaha melindungi ASN dari tindakan sewenang-wenang yang 
dilakukan oleh pejabat atasan. Misalnya dalam pengangkatan dan 
pencopotan pegawai, serta promosi jabatan. Dalam skala yang lebih 
luas, KASN ditujukan untuk mendukung fungsi yang diemban oleh 
KemenPAN-RB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN). 

Mengamati kinerja KASN sejauh ini, penegakan sistem merit melalui 
KASN banyak direspons positif oleh ASN yang mengalami tindakan 
sewenang-wenang. KASN juga menerbitkan berbagai rekomendasi 
atas hasil pengawasannya terhadap ASN kepada Kementerian/
Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Laporan yang 
diterima misalnya saja soal pencopotan jabatan yang dilakukan 
tanpa alasan jelas oleh pejabat Pemda. 

Salah satu kasus yang pernah mencuat misalnya saat dilakukan 
perombakan jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta pada tahun 2018 lalu oleh Gubernur DKI Jakarta 
Anies Baswedan (alinea.id, 03/02). Masih dalam artikel tersebut, 
penyelidikan KASN menyimpulkan bahwa Anies melanggar aturan 
dan prosedur terkait perombakan pejabat sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (ASN) (alinea.id, 03/02). Dalam rekomendasi KASN, 
Anies pun diminta mengembalikan posisi birokrat yang dipecat ke 
posisi semula atau mencarikan jabatan yang setara dengan status 
mereka sebagai pejabat eselon II. 

Laporan Utama
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Berbagai laporan terkait nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan 
netralitas, juga sistem merit pun terus diterima dan diselidiki dalam 
perjalanan KASN hingga saat ini. Berdasarkan rilis KASN, pada 
tahun 2019 lalu, tercatat sebanyak 412 kasus pengaduan. Dari 
jumlah itu, 386 kasus berhasil diselesaikan. Pertengahan tahun 
2020, KASN kembali mencatat daftar aduan yang mencapai 351 
kasus dan 243 diantaranya telah selesai.

Pro-Kontra Posisi KASN sebagai Lembaga Independen dan 
Isu Tumpang Tindih

Menurut Fajrul Falaakh (2009), kekuasaan negara meluas tidak 
hanya ke dalam pemisahan tiga lembaga yaitu legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif, namun, ke lembaga-lembaga independen (independent 
agencies), yang juga dapat disebut sebagai lembaga non-struktural. 
Dalam kedudukannya, KASN merupakan lembaga independen. 
Salah satu fungsi lembaga independen adalah melakukan check 
and balance. Dalam prinsip ketatanegaraan, check and balance 
menghendaki agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan 
dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan 
kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-
pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga 
negara dapat dicegah dan ditanggulangi (Asshiddiqie, 2010). 

Jika mundur ke tahun 2011 lalu, RUU ASN adalah inisiatif Komisi II 
DPR RI, yang didalamnya mencakup pembentukan KASN. Namun, 
pada tahun 2017 lalu, DPR melontarkan usulan pembubaran KASN. 
Adanya tumpang tindih kewenangan dengan KemenPAN-RB 
menjadi salah satu alasan mengapa DPR mengajukan pembubaran 
tersebut. Namun, kondisi itu tidak bisa dijadikan dasar yang kuat 
untuk membubarkan KASN. Adanya persoalan tumpang tindih 
menjadi salah satu tantangan yang muncul sejak bergulirnya 
reformasi. 

Dari segi Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar (2010) 
menyatakan bahwa keberadaan lembaga independen di Indonesia 
perlu untuk dikaji independensinya pada level praktik. Zainal 
menyampaikan, ciri lembaga negara independen, salah satunya 
adalah bebas dari campur tangan Presiden. Sifat kepemimpinannya 
kolektif kolegial dan penggantian komisionernya dilakukan secara 
berjenjang dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan. Namun, 
keberadaan lembaga negara independen belum dijelaskan secara 
rinci dalam UU yang ada di indonesia. Modelnya menjadi tidak 
seragam dan ambigu, sehingga diperlukan aturan teknis yang jelas 
mengenai lembaga negara independen di Indonesia.

Laporan Utama
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Seiring dengan itu, Lukman Hakim (2010) menyatakan bahwa pada 
dasarnya pelembagaan komisi negara harus didudukkan terlebih 
dahulu konsep, paradigma, termasuk format kelembagaan negara 
menurut UUD NRI Tahun 1945. Hal itu akan menjadi pedoman dan 
acuan dalam menata kelembagaan negara, termasuk di dalamnya 
pelembagaan komisi-komisi negara. Bagaimana pun, situasi-situasi 
tersebut sangat mendasar. Dibutuhkan waktu yang cukup panjang 
untuk mewujudkan penataan lembaga independen. Apalagi saat ini 
wujud lembaga independen tidak hanya berbentuk komisi, tetapi 
juga mewujud dalam dewan dan badan. Sebagai alternatif, ilmu 
Administrasi dan Kebijakan Publik memiliki pendekatan untuk dapat 
mengatasi situasi tersebut.

Pertama, dengan melakukan penilaian kinerja organisasi. Penilaian 
atau evaluasi kinerja dapat didefinisikan sebagai bagian dari proses 
pengelolaan yang diwujudkan secara berkala untuk menentukan 
keberhasilan atau kualitas dari proses atau kegiatan tertentu (Elbana, 
2013). Untuk bisa menentukan keberlangsungan KASN, selayaknya 
dilakukan evaluasi kinerja berdasarkan fungsi dan tugas KASN. 
KASN sendiri memiliki indikator kinerja yang dapat dijadikan landasan 
penilaian. Pada dasarnya, era reformasi birokrasi mengedepankan 
adanya sejumlah indikator penilaian kinerja organisasi agar dapat 
dinilai secara jelas dan komprehensif. Singkatnya, dibubarkannya 
KASN atau tidak untuk saat ini perlu dinilai melalui evaluasi kinerja 
tersebut. 

Kedua, meninjau alasan tumpang tindih wewenang KASN 
dengan KemenPAN-RB. Usulan pembubaran KASN seharusnya 
disertai dengan analisis komprehensif mengapa wewenang KASN 
dilimpahkan ke KemenPAN-RB, padahal masih ada pemangku 
kepentingan lain yaitu Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang 
juga turut melakukan fungsi pengawasan ASN. Tinjauan ini sangat 
diperlukan karena terdapat perbedaan pendapat antara DPR dengan 
Kepala KemenPAN-RB dan Kepala BKN. 

Sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, berdasarkan 
pernyataan MenPAN-RB keberadaan KASN masih diperlukan. 
Selain itu, dalam Webinar Nasional “Reformasi Birokrasi Melalui 
Deinstitusionalisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)?” yang 
diselenggarakan secara daring oleh Fakultas Ilmu Administrasi 
Universitas Brawijaya (FIA UB) bersama Majelis Permusyawaratan 
Rakyat (MPR) RI pada tanggal 10 Februari lalu, Kepala BKN 
Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa  UU ASN telah 

Laporan Utama
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mendistribusikan kewenangan antara KemenPAN-RB, BKN, LAN, 
dan KASN secara tepat dengan adopsi balance of power.   

Refleksi dan Penutup

Terbentuknya KASN di Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. 
Penulis sendiri mengapresiasi upaya Pemerintah dan DPR saat itu 
dalam mewujudkan adanya KASN di tengah iklim birokrasi Indonesia 
yang rawan korupsi dan maraknya jual beli jabatan. Oleh karena itu, 
adanya peninjauan kinerja dan kewenangan perlu dilakukan sesuai 
mekanisme pembubaran lembaga di era Reformasi Birokrasi. 

Lebih jauh, harus diakui bahwa dalam pelaksanaan tugas KASN 
memang terdapat kesamaan fungsi misalnya dalam pengawasan 
netralitas (tercantum dalam Pasal 31 UU ASBN) yang dilakukan 
BKN sejauh ini. Berdasarkan pengamatan penulis, BKN melalui 
inspektoratnya, yaitu Bidang Pengawasan dan Pengendalian cukup 
efektif dalam melakukan pengawasan netralitas. Misalnya saja 
dengan ditemukannya 1005 ASN yang melakukan pelanggaran pada 
tahun lalu (bkn.go.id, 30/10/2020). Fungsi BKN ini perlu diperkuat 
agar setiap pelanggaran netralitas dan sanksinya ditindaklanjuti 
dengan baik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). 

Pada dasarnya, keberadaan lembaga khusus yang berfokus pada 
sistem merit ini telah dipraktikkan di negara lain. Di Kanada, 
terdapat Public Service Commision (PSC). Di Amerika Serikat, 
terdapat Merit System Protection Board (MSPB). Di Australia, 
terdapat Merit Protection Commision (MPC). Mengambil contoh 
salah satu praktiknya di Australia, MPC bertugas untuk  meninjau  
kekhawatiran pegawai tentang hal-hal yang memengaruhi 
pekerjaan mereka, seperti rekrutmen, disiplin (kesalahan), dan 
manajemen kinerja, serta melakukan penyelidikan pelanggaran 
(meritprotectioncommision.gov.au, 2021). Pada intinya, keberadaan 
lembaga independen yang menegakkan sistem merit di Indonesia 
sangat  penting, apalagi melihat iklim birokrasi Indonesia yang masih 
rawan transaksi korupsi dan jual beli jabatan. 

Dengan kata lain, jika KASN dipertahankan, pengawasannya dalam 
hal netralitas ASN dapat dikurangi, sehingga lebih fokus pada 
penegakan sistem merit. Sebagaimana Eko Prasojo mengatakan 
bahwa KASN adalah the guardian of merit system, keberadaan 
KASN perlu tetap dipertahankan dengan fokusnya pada penegakan 
sistem merit.

Laporan Utama
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- Vunny Wijaya - Penegakan sistem merit 
melalui KASN banyak 
direspons positif oleh 
ASN yang mengalami 
tindakan sewenang-
wenang. Terlebih, iklim 
birokrasi Indonesia 
memang masih rawan 
tindak korupsi dan 
jual beli jabatan. Oleh 
karena itu, usulan 
pembubaran KASN 
oleh DPR perlu ditinjau 
kembali melalui 
evaluasi kinerja yang 
komprehensif.
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Analisis Sovereign Wealth Fund (SWF): 
Indonesia Investment Authority
 (Lembaga Pengelola Investasi)

  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membentuk Lembaga 
Pengelola Investasi (LPI) yang diberi nama Indonesia Investment 
Authority/INA. INA merupakan LPI dana abadi (Sovereign Wealth 
Fund/SWF) di Indonesia. Adapun SWF di Indonesia dibentuk 
melalui Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020, yaitu pada Bab 
X Investasi Pemerintah Pusat dan Kemudahan Proyek Strategis 
Nasional, Bagian Kesatu Investasi Pemerintah Pusat, Pasal 154 - 
172. Selain itu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2020 
tentang LPI yang disahkan pada 14 Desember 2020, menetapkan 
bahwa LPI merupakan lembaga yang diberi kewenangan khusus (sui 
generis) dalam rangka pengelolaan investasi pemerintah pusat. LPI 
sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung 
jawab kepada Presiden.

Pembentukan SWF di Indonesia dilatarbelakangi oleh kesenjangan 
antara kebutuhan dan ketersediaan pembiayaan infrastruktur 
maupun pembangunan yang lainnya. Di satu sisi, Indonesia memiliki 
ambisi untuk membangun infrastruktur yang lebih banyak dan 
lebih cepat. Selain itu, realisasi investasi asing langsung/foreign 
direct investment (FDI) juga mengalami stagnansi. Oleh sebab 
itu, pemerintah sangat berkepentingan untuk menarik masuknya 
investasi baru ke Indonesia. Maka, pemerintah membentuk SWF 
Indonesia. SWF secara fungsional dapat didefinisikan sebagai dana 
yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah negara yang berdaulat 
yang mengelola tabungan nasional, surplus anggaran dan kelebihan 
cadangan devisa dengan menginvestasikannya secara global ke 
dalam saham saham dan obligasi korporasi dan instrumen keuangan 
lainnya (Das, 2009).  Berikut adalah gambaran umum LPI:
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Tabel 1. Gambaran Umum LPI
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Sumber: Dari berbagai sumber. Data diolah penulis, 2021.

Analisa Regulatory Impact Analysis (RIA)

Analisa yang digunakan dalam pembahasan SWF ini menggunakan 
Regulatory Impact Analysis (RIA). RIA adalah proses komparatif 
dengan didasarkan pada penentuan tujuan regulasi mendasar yang 
dicari dan mengidentifikasi semua intervensi kebijakan yang mampu 
mencapainya (OECD, 2008). Pendekatan ekonomi dalam hal ini juga 
menekankan risiko tinggi dari biaya peraturan yang dapat melebihi 
manfaat yang ada. Sehingga tujuan utama dari RIA adalah untuk 
memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat dari sudut pandang bahwa keuntungan akan melebihi 
biaya (Verico, 2018).

Berikut identifikasi RIA terkait SWF di Indonesia.

Tabel 2. Identifikasi RIA

Sumber: Dari berbagai sumber. Data diolah penulis, 2021.
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Penilaian Biaya dan Manfaat 

Kerangka potensi manfaat yang didapat dengan diberlakukan 
regulasi terkait LPI sesuai UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 74 
Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Analisis Manfaat
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Potensi biaya mungkin muncul dengan di berlakukan regulasi terkait 
LPI sesuai UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 74 tahun 2020 adalah 
sebagai berikut:

Tabel 1.4 Analisis Biaya

Sumber: Dari berbagai sumber. Data diolah penulis, 2021.

Setelah mengidentifikasi manfaat dan biaya dari pembentukan 
LPI, maka dapat dilakukan pemilihan alternatif kebijakan, yaitu 
menerima LPI sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 74 
Tahun 2020. Konsultasi stakeholder dilakukan untuk mendapatkan 
masukan terkait permasalahan, alternatif penyelesaian dan 
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Presiden Joko Widodo 
resmi membentuk 
Lembaga Pengelola 
Investasi (LPI) 
yang diberi nama 
Indonesia Investment 
Authority/INA. INA 
merupakan LPI dana 
abadi (Sovereign 
Wealth Fund/
SWF) di Indonesia. 
Pembentukan 
SWF di Indonesia 
dilatarbelakangi 
oleh kesenjangan 
antara kebutuhan 
dan ketersediaan 
pembiayaan 
infrastruktur maupun 
pembangunan yang 
lainnya. Hal ini 
juga tidak lepas dari 
ambisi Indonesia 
untuk membangun 
infrastruktur yang 
lebih banyak dan lebih 
cepat.

masukan kebijakan yang terbaik. Stakeholder yang dilibatkan antara 
lain: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK), pelaku pasar, manager investasi, investor, pemda, LSM, 
ekonom, dan peneliti. Strategi implementasi RIA ini didasarkan 
pada penegakan dan kepatuhan, Good Corporate Governance dan 
transparansi dalam proses pembentukan LPI dan pemilihan eksekutif 
Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang kredibel. Kemudian, 
mekanisme pengawasan (monitoring), pengawasan melalui audit 
yang dilakukan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar pada BPK 
dan OJK.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian yang telah dibuat, berikut beberapa rekomendasi 
kebijakan kepada Pemerintah, khususnya kepada Presiden RI, untuk 
segera membentuk dan memproses SWF Indonesia baik itu dari 
tingkat jajaran dan juga pengawasnya. Hal ini didasarkan potensi 
manfaat yang akan didapatkan dengan mendirikan SWF Indonesia. 
Mengingat alternatif kebijakan ini merupakan usulan baru, maka 
untuk pelaksanaan penegakan dan kepatuhan tidak tercantum 
dalam peraturan lama. 

Oleh sebab itu, untuk penegakan dan kepatuhan baru harus dibuat 
oleh Presiden RI dengan melibatkan beberapa stakeholder, seperti 
BPK dan OJK, pelaku pasar, manajer investasi, investor, pemda, 
LSM, ekonom, dan peneliti. Strategi implementasi RIA ini didasarkan 
pada penegakan dan kepatuhan, Good Corporate Governance dan 
transparansi dalam proses pembentukan LPI dan pemilihan eksekutif  
Dewan Direksi LPI yang akan mengelola sumber dana tersebut. 

- M. Rifki Fadilah -
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Membangun Data Berbasis Gender untuk 
Perempuan Pelaku UMKM  di Indonesia

Saat ini perempuan memiliki porsi kepemilikan yang signifikan di sektor 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan survei 
International Finance Corporation (IFC) (2016), disebutkan bahwa 
perempuan memiliki kontribusi sebesar 52,9 persen usaha mikro, 50,6 
persen usaha kecil dimiliki, dan 34 persen usaha menengah. Melihat 
potensi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (KemenkopUKM) memformulasikan 
kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha pelaku UMKM. 
Misalnya, dengan membuat regulasi mengenai perizinan berusaha 
yang terintegrasi secara elektronik bagi pelaku UMKM. Selain 
itu, dari sisi pembiayaan pemerintah juga mengeluarkan kebijakan 
mengenai pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kendati demikian, kebijakan tersebut tidak serta merta membawa 
angin segar kepada pelaku UMKM, khususnya perempuan pelaku 
UMKM yang masih menghadapi beberapa tantangan dalam 
menjalankan usaha. Tambunan (2019) menyebutkan bahwa 
permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pelaku UMKM cukup 
kompleks. Pertama, tantangan sosial-budaya mengenai peran-peran 
yang diharapkan dapat dijalankan oleh perempuan, seperti peran 
reproduktif dan domestik. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan 
maupun kesempatan mendapatkan pelatihan keterampilan yang 
membuat perempuan sangat kurang diuntungkan dalam masyarakat 
maupun partisipasi ekonomi. Ketiga, tantangan hukum, agama, 
tradisi maupun adat istiadat, yang membuat perempuan memiliki 
hambatan dalam memulai usaha. Keempat, perempuan memiliki 
kesulitan akses terhadap lembaga pemberi kredit dan institusi 
keuangan formal.

Persoalan di atas semakin pelik, mengingat hingga saat ini 
KemenkopUKM belum memiliki basis pelaku UMKM yang terpilah 
(segregated) berdasarkan gender. Akibatnya, kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemangku kebijakan terkadang menjadi bias gender 
terhadap perempuan pelaku UMKM. Hasugian dan Panggabean 
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(2019) juga mengatakan bahwa anggapan kebijakan-kebijakan ini 
dapat mengeluarkan perempuan dari tantangan yang dihadapinya 
dalam menjalankan usaha UMKMnya tidaklah sepenuhnya berjalan 
efektif. Oleh sebab itu, hal mendesak yang seharusnya dilakukan 
oleh KemenkopUKM adalah bagaimana menciptakan kebijakan 
yang menciptakan iklim berusaha yang berkeadilan gender, agar 
perempuan memiliki posisi tawar dalam keluarga, masyarakat 
dan negara. Dengan demikian, perempuan pelaku UMKM bisa 
mendapatkan akses secara berkeadilan tanpa ada pembatasan 
berdasarkan kelamin.

Bagian selanjutnya akan membahas mengenai teori apa yang 
digunakan untuk menganalisis latar belakang di atas.

Kegagalan Pasar (Market Failure)

Teori market failure berupa adanya informasi asimetris. Informasi 
asimetris merupakan suatu kondisi di mana ada satu pihak yang 
mendapatkan informasi lebih banyak, sementara ada pihak yang 
memiliki kekurangan infromasi. Masalah informasi asimetris dapat 
menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi pada suatu pasar 
yang dapat menjadi penyebab dari terjadinya ketidakpastian dan 
kegagalan pasar (market failure) (Akerlof, 1970). Kajian dalam tulisan 
ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh pemerintah 
adalah informasi asimetris yang membuat terjadinya kegagalan 
pasar, yaitu berupa munculnya inefisiensi dalam rangka pembuatan 
kebijakan khususnya kepada pelaku UMKM. 

Kebijakan yang pemerintah buat nyatanya tidak mampu menyentuh 
persoalan mendasar yang dialami oleh perempuan pelaku UMKM. 
Informasi asimetris yang diangkat penulis dalam kajian ini diletakkan 
pada persoalan keterbatasan data atau bahkan ketiadaan data 
yang membuat pemerintah menjadi bias dalam membuat kebijakan 
untuk perempuan pelaku UMKM. Dengan demikian, hal inilah 
yang menjustifikasi bahwa pemerintah harus masuk ke pasar untuk 
menyelesaikan persoalan informasi asimetris yang terjadi. Oleh 
sebab itu, akan dilakukan analisis lebih lanjut mengenai langkah apa 
yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan ini. 

Kajian dalam tulisan ini menggunakan Regulatory  Impact  
Assessment (RIA). RIA adalah proses komparatif dengan didasarkan 
pada penentuan  tujuan  regulasi  mendasar  yang  dicari  dan  
mengidentifikasi semua intervensi kebijakan yang mampu 
mencapainya (OECD, 2008). Pendekatan ekonomi dalam hal 
ini juga menekankan risiko tinggi dari biaya peraturan yang dapat 
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melebihi manfaat yang ada. Dengan demikian, tujuan utama dari 
RIA adalah untuk memastikan bahwa peraturan akan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang bahwa keuntungan 
akan melebihi biaya (Verico, 2018).

Analisis dengan menggunakan RIA diterapkan untuk memberikan 
alternatif kebijakan kepada KemenkopUKM untuk membangun 
basis data (database) pelaku UMKM secara terpilah berdasarkan 
gender (gender-segregated data) sebagai dasar pembuatan 
kebijakan pemberdayan dan partisipasi ekonomi perempuan pada 
UMKM di Indonesia. Studi ini juga memanfaatkan big data untuk 
mengumpulkan database yang akan dikumpulkan, diolah, dan 
dianalisis oleh pihak KemenkopUKM. Alternatif kebijakan yang 
dapat diambil dalam analisa RIA ini adalah: membangun basis 
data (database) pelaku UMKM secara terpilah berdasarkan gender 
(gender segregated database).

Penilaian Manfaat dan Biaya

Untuk bisa mendapatkan alternatif kebijakan, berdasarkan RIA 
terlebih dahulu dilakukan analisis manfaat dan biaya sebagaimana 
tergambar dalam tabel berikut. 

Tabel 1. Analisis Manfaat dan Biaya Manfaat

Sumber: Dari berbagai sumber, data diolah penulis, 2021.
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Biaya

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2021.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2021.

Dari alternatif yang ada diambil kebijakan, yaitu membangun basis 
data (database) pelaku UMKM secara terpilah berdasarkan gender 
(gender-segregated data). Hal ini karena alternatif kebijakan ini paling 
banyak membawa manfaat secara langsung maupun tidak langsung 
baik ke KemenkopUKM maupun perempuan pelaku UMKM. Oleh 
sebab itu, KemenkopUKM dapat segera membangun basis data 
terpilah yang dimulai dari pembahasan dalam rancangan kebijakan 
hingga proses pembangunan infrastruktur yang mendukung agar 
perempuan pelaku UMKM dapat masuk ke dalam sistem database.

Konsultasi publik yang dimaksud dalam tulisan ini dilakukan untuk 
mendapatkan masukan dari beragam pemangku kepentingan terkait 
permasalahan, alternatif penyelesaian, dan masukan kebijakan yang 
terbaik. Selain konsultasi publik, perlu juga dilakukan konsultasi 
private di luar aktor pemerintah dengan pihak yang terkait. 
Konsultasi  publik  berupa  study group, focus group discussion (FGD), 
rapat bersama, dan sebagainya dengan melibatkan pemerintah 
pusat, daerah, bank dan masyarakat. Konsultasi dengan beragam 
pemangku kepentingan juga akan dilakukan oleh  KemenkopUKM, 
Kementerian terkait lainnya, pemerintah daerah, dan juga asosiasi 
pendampingan UMKM, seperti Himpunan Pengusaha Mikro 
dan Kecil Indonesia (HIPMIKINDO), Asosiasi UMKM Indonesia 
(AKUMINDO), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
Indonesia (AKUMANDIRI), Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan 
Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO), serta Asosiasi Pengusaha 
Indonesia UMKM (APINDO UMKM).
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Strategi Implementasi Rancangan Pembangunan Data 
Berbasis Gender (mekanisme penegakan, kepatuhan dan 
pemantauan)

Mengingat usulan kebijakan ini adalah membangun sistem baru, 
maka untuk pelaksanaan penegakan dan kepatuhan tidak tercantum 
dalam peraturan lama. Oleh sebab itu, untuk penegakan dan 
kepatuhan baru harus dibuat oleh kementerian terkait, seperti 
Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian 
Pelaksana, yaitu KemenkopUKM. Selain itu, dalam jangka pendek, 
untuk mengatasi kendala wilayah yang belum terjangkau sinyal 
telekomunikasi, maka KemenkopUKM dapat melakukan mekanisme 
pencatatan secara manual ke perempuan pelaku UMKM secara 
langsung. KemenkopUKM dapat bekerjasama dengan Badan Pusat 
Statistik (BPS) untuk turun ke lapangan melakukan pencatatan. 
Kemudian, dalam jangka panjang, proses pembangunan infrastuktur 
juga harus dilakukan oleh KemenkopUKM bekerjasama dengan 
Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kemenkominfo) untuk 
memudahkan penegakan dan kepatuhan sistem ini. 

Pada prinsipnya, berdasarkan hasil temuan penulis, setidaknya 
ada 18 Kementerian dari 34 Kementerian yang ada di Indonesia 
yang memiliki program untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia. 
Namun, terkait mekanisme pengawasan (monitoring) untuk 
program ini, penulis menyarankan untuk membuat tim pengendali 
khusus untuk program ini untuk membuat program sinergis lintas 
kementerian. Misalnya, Menteri KemenkopUKM sebagai ketua 
pengendali dan pengawas, Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
sebagai wakil ketua pengendali, Menteri Komunikasi dan Informasi 
(Kominfo) sebagai sekretaris  dan  anggota, serta kementerian  
dan  lembaga  lainnya  yang terlibat dalam pemberdayaan 
UMKM berdasarkan sektor UMKM, seperti Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian 
Perdagangan sebagai anggota untuk membantu dan mengambil 
peran dalam menyukseskan agenda ini.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kajian yang telah dibuat, maka penulis memberikan 
rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha 
Kecil Menengah (KemenkopUKM) untuk membangun database 
yang disegregasikan berdasarkan gender untuk menjadi alat dalam 
membuat kebijakan kepada pelaku UMKM, khususnya perempuan 
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pelaku UMKM yang membutuhkan kebijakan secara komprehensif 
dan menyentuh akar persoalan yang selama ini  dihadapi oleh 
perempuan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. 
Mengingat alternatif kebijakan ini merupakan usulan baru, maka 
untuk pelaksanaan penegakan dan kepatuhan tidak tercantum 
dalam peraturan lama. 

Oleh sebab itu, untuk penegakan dan kepatuhan baru harus 
dibuat oleh kementerian lintas sektor yang terkait. Kemudian, 
terkait dengan penegakan dan kepatuhan,  KemenkopUKM selaku 
kementerian pelaksana juga dapat menerapkan usulan mekanisme 
yang diusulkan dalam kajian ini yang melibatkan beragam pemangku 
kepentingan dalam mengimplementasikan usulan dalam kajian 
ini. Selain itu, rekomendasi ke depannya adalah KemenkopUKM 
dapat membuat riset yang lebih komprehensif jika ingin membuat 
kebijakan ini menjadi lebih matang, mengingat adanya keterbatasan 
dalam kajian dalam tulisan ini, khususnya dalam pengumpulan data 
dan juga penghitungan. 

 - M. Rifki Fadilah   -

KemenkopUKM belum 
memiliki database 
pelaku UMKM yang 
terpilah berdasarkan 
gender. Akibatnya, 
kebijakan yang 
dikeluarkan oleh 
pemangku kebijakan 
terkadang menjadi 
bias gender terhadap 
perempuan pelaku 
UMKM.
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Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi angin segar bagi setiap orang yang 
ingin bertarung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu 
melalui jalur perseorangan atau independen. Calon peserta pilkada 
tidak harus tergabung atau diusung oleh sebuah partai politik. 
Dibukanya keran jalur independen ini menjadi pilihan alternatif 
bagi calon peserta serta pemilih dalam pilkada. Pemilih tidak lagi 
“dipaksa” untuk memlih calon kepala daerah yang ditawarkan oleh 
partai politik.

Mekarnya calon kepala daerah dari jalur perseorangan dapat dilihat 
pada dua  helatan pilkada yang lalu, yaitu  pada Pilkada Tahun 2018 dan 
2020. Pada tahun 2018, terdapat 69 pasangan calon yang bertarung 
pada jalur independen. Sedangkan, pada Pilkada Serentak 2020, 
terdapat 68 pasangan calon. Kembali ramainya calon perseorangan 
yang mendaftarkan diri pada Pilkada Serentak 2020 ditenggarai 
akibat munculnya ketidakpercayaan bakal pasangan calon kepada 
partai akibat uang mahar politik. Praktik politik transaksional antara 
kandidat dan partai politik tersebut mengakibatkan terciptanya 
ruang korupsi hingga pilkada yang berbiaya tinggi.

Kasus yang pernah membuncah adalah dugaan pemberian uang 
sebesar Rp40 milyar rupiah oleh La Nyalla Mattalitti kepada 
Partai Gerindra. Sayangnya, tidak terdapat pengusutan berarti 
terhadap kasus ini, dikarenakan tersandung perihal pembuktian atas 
transaksi mahar politik tersebut (Amsari, 2019). Perihal serupa juga 
diungkapkan oleh Dadang S. Mochtar (mantan Bupati Karawang), 
bahwa untuk menjadi Bupati di Pulau Jawa, biaya politik yang harus 
dikeluarkan mencapai Rp100 milyar. Bahkan, biaya untuk menjadi 
Kepala Daerah lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya 
menjadi anggota dewan yang hanya mencapai Rp300 juta-6 milyar 
(Anung, 2013).

Sulitnya melakukan pembuktian politik uang berupa mahar politik 
membuat praktik ini makin jamak terjadi di ruang gelap pada setiap 

Menilik Uang Mahar Politik
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perhelatan pilkada. Uang mahar dijadikan sebagai pengikat partai 
politik agar kandidat dapat dicalonkan dalam pilkada melalui partai 
tersebut. Mahar politik dapat dipahami sebagai transaksi di bawah 
tangan yang melibatkan pemberian dana dalam jumlah besar dari 
calon untuk suatu jabatan yang diperebutkan dalam pilkada dengan 
partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

Berdasarkan Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan dalam 
Pendanaan Pilkada oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
tahun 2015 menjelaskan bahwa rata-rata uang mahar politik yang 
harus dikeluarkan calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota 
untuk dapat meminang partai politik berkisar antara Rp20-30 
milyar. Sedangkan, untuk menjadi calon gubernur dibutuhkan uang 
mahar sebesar Rp20-100 miliar. Besaran biaya yang dibutuhkan 
tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon 
kepala daerah. Berdasarkan laporan Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (LHKPN), rata-rata total harta kekayaan 
calon kepala daerah hanya mencapai Rp6,7 milyar. Bahkan terdapat 
tiga orang memiliki harta Rp0 dan delapan belas orang lainnya 
memiliki harta negatif.

Besarnya biaya pencalonan yang harus dikeluarkan untuk dapat 
dicalonkan oleh sebuah partai politik menjadi satu hal yang 
mengkhawatirkan. Seseorang yang telah mengeluarkan dana 
besar untuk memenangkan kursi kepala daerah akan berupaya 
mengembalikan “modal” selama lima tahun masa jabatannya. 
Sehubungan dengan itu, cara paling rasional untuk mendapatkan 
uang adalah dengan melakukan korupsi.  Fenomena korupsi untuk 
mengumpulkan atau mengembalikan modal pemilu membuat KPK 
mengimbau kandidat pemilu untuk tidak melakukan politik uang. 
Musababnya, dampak politik uang dalam pemilihan bisa menjadi 
cikal bakal orang melakukan korupsi (Sjafrina, 2019).

Sejak dilaksanakannya pilkada secara langsung tahun 2005, sebanyak 
tiga ratus kepala daerah telah terjerat kasus korupsi dan seratus 
dua puluh empat di antaranya ditangani oleh KPK (kompas.com, 
7/8/20). Korupsi yang dilakukan terjadi akibat monopoli kekuasaan, 
tidak adanya transparansi, hingga biaya tambahan yang membuat 
pilkada menjadi berbiaya mahal.

Munculnya biaya tambahan pencalonan melalui partai politik ini 
tidak terlepas dari centang-perenangnya pola rekrutmen bakal 
calon kepala daerah. Metode yang digunakan untuk merekrut 
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calon petarung dalam pilkada merupakan hal yang penting untuk 
menemukan pemimpin di tingkat lokal. Hal ini juga dapat menjadi 
langkah awal melahirkan calon-calon pemimpin nasional.

Namun, tujuan tersebut tidak akan tercapai ketika rekrutmen 
dilakukan dengan tertutup, tidak transparan, dan hanya melibatkan 
sedikit orang. Hal yang selama ini dipraktikkan dalam pola rekrutmen 
calon kepala daerah menjadi pintu awal terjadinya pelbagai 
bentuk penyimpangan dalam pilkada. Misalnya, maraknya politik 
transaksional, jual-beli suara, hingga praktik uang mahar politik 
(KPK dan LIPI, 2017).

Pendanaan ilegal yang dilakukan oleh kandidat calon kepala daerah 
kepada partai politik secara langsung merusak sistem kaderisasi. 
Idealnya, kandidat calon kepala daerah berasal dari anggota partai 
politik dan telah ikut berproses dan mengikuti pendidikan politik. 
Oleh karena itu, kandidat yang diusung oleh partai politik adalah 
orang yang telah memahami tujuan ideologis dari partai politik 
dengan memiliki pemahaman tentang politik yang telah baik. 

Nantinya pendekatan yang dilakukan antara calon kepala 
daerah dengan pemilih dalam proses kampanye akan cenderung 
menggunakan langkah persuasif dan memberikan pemahaman-
pemahaman yang berhubungan dengan politik dan pemerintahan, 
serta akan lebih fokus pada visi-misi yang dibawa oleh pasangan 
calon tersebut. Hal ini juga akan menekan terjadinya praktik jual-
beli suara dalam pilkada karena para pasangan calon yang akan 
bertarung dalam pemilihan akan lebih mengutamakan adu ide dan 
gagasan (Amsari, 2019).

Harmonisasi Regulasi Pemilu dan Pilkada

Pilkada secara langsung berfungsi untuk membuka peluang untuk 
munculnya pemimpin yang sesuai dengan kehendak rakyat. 
Namun, harapan pada saat dibukanya keran demokrasi melalui 
pilkada langsung tidak akan dapat terpenuhi jika pendidikan politik 
kepada masyarakat dilakukan secara setengah-setengah. Salah satu 
dampak dari minimnya pendidikan politik adalah maraknya praktik 
politik uang pada penyelenggaraan pilkada.

Apabila dirumuskan secara sederhana, terdapat beberapa pola 
model praktik politik uang yang terjadi dalam pilkada. Pertama, 
politik uang yang dilakukan antara pemilik modal dengan calon 
peserta. Kandidat tidak harus mengkhawatirkan biaya yang harus 
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dikeluarkan selama kontestasi pilkada. Hal ini disebabkan karena 
sebagian hingga seluruh biaya akan ditanggung oleh pemilik modal 
tersebut. Tapi, jangan anggap itu dilakukan dengan percuma, biaya 
tersebut harus dikembalikan dalam bentuk lain pada saat kandidat 
tersebut terpilih dan menjadi kepala daerah.

Kedua, antara calon peserta dan/atau partai politik dengan 
konstituen. Praktik politik uang ini menjadi yang paling jamak 
terjadi. Bentuk sederhananya, yaitu dengan memberikan sejumlah 
uang atau materi dalam bentuk lain kepada masyarakat maupun 
konstituen untuk memilih maupun tidak memilih, pasangan calon 
tertentu pada saat pemungutan suara. 

Ketiga, calon peserta dengan partai politik. Uang mahar politik agar 
dapat dicalonkan oleh sebuah partai politik menjadi transaksi yang 
sering terjadi pada saat calon yang ingin diusung bukan merupakan 
kader partai. Seharusnya pencalonan melalui jalur perseorangan 
dapat menekan korupsi politik jenis ini, namun langkah itu tersandung 
oleh ketentuan dalam undang-undang tentang pemilihan kepala 
daerah.

Berdasarkan perumusan praktik politik uang tersebut, dapat 
dilakukan identifikasi terhadap beberapa pola yang jamak 
dipraktikkan. Walaupun dalam wujud yang berbeda, namun tujuan 
utamanya tetap untuk memenangkan kontestasi pilkada melalui 
jalan-jalan yang salah. Praktik politik uang tidak hanya dalam bentuk 
jual beli suara, tetapi mencakup perihal yang lebih luas.

Selain biaya logistik hingga operasional, calon kandidat yang bukan 
kader partai politik harus menyiapkan sejumlah uang agar dapat 
dicalonkan melalui partai politik tertentu. Peran sentralnya sebagai 
kendaraan politik yang menghantarkan calon kepala daerah ke kursi 
kekuasaan membuatnya memiliki posisi tawar yang kuat. Partai 
memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat kepada calon peserta 
pilkada jika ingin mendapatkan dukungannya.

Larangan bagi partai politik untuk menetapkan dan menarik uang 
pencalonan dari calon peserta pilkada telah diatur dalam Pasal 187B 
UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota (UU Pilkada). Ganjaran sanksi pidana telah menunggu 
anggota partai politik yang menerima imbalan dalam bentuk apapun 
pada proses pencalonan kepala daerah, yaitu pidana penjara antara 
tiga puluh enam bulan hingga tujuh puluh dua bulan, serta denda 
maksimal satu milyar rupiah.
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Tidak hanya bagi partai politik saja, sanksi pidana juga diberikan 
kepada pihak yang terbukti memberikan imbalan dalam proses 
pencalonan kepala daerah. Ancaman pidana penjara paling lama 
enam puluh bulan dan denda maksimal satu milyar rupiah. Namun, 
walaupun telah diancam dengan sanksi yang cukup berat, para 
pelaku masih saja dengan leluasa melakukan transaksi tersebut.

Ketentuan larangan tersebut juga dapat ditemukan pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 
Pemilu). Namun perbedaannya terdapat pada jenis sanksi yang 
dijatuhkan bagi para pelakunya. Jika UU Pilkada secara keras 
mengancam pelaku uang politik dengan sanksi pidana, Pasal 228 ayat 
(2) UU Pemilu mengganjar partai politik yang terbukti menerima 
imbalan pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden, 
dengan larangan mengajukan calon pada pemilu berikutnya.

Perbandingan dua undang-undang tersebut menunjukkan paradigma 
yang berbeda dalam mengatasi permasalahan uang mahar politik. 
Dibandingkan dengan UU Pilkada yang mengedepankan penjatuhan 
sanksi pidana, UU Pemilu lebih mengakomodasi sanksi administratif 
yang menjadi usaha untuk melakukan depenalisasi. Sesuai dengan 
uraian tersebut, uang mahar politik yang dalam kacamata UU 
Pilkada dan UU Pemilu dilihat sebagai sebuah bentuk pelanggaran 
tidak harus diganjar dengan pemidanaan.

Praktik uang mahar politik yang seringkali terjadi di ruang gelap 
mempersulit proses pembuktiannya. Karena untuk melakukan 
pemidanaan, UU Pilkada mengisyaratkan agar ada putusan 
pengadilan terlebih dahulu. proses peradilan yang berjalan cukup 
panjang berpotensi menenggelamkan alat bukti sampai berakhirnya 
penyelenggaraan pilkada atau pemilu. Proses pembuktian yang 
cukup panjang untuk melakukan pemidanaan atas pelanggaran 
pemilu sebenarnya dapat dihindari jika mengambil pilihan sanksi 
administrasi.

Sanksi berupa diskualifikasi hingga larangan mengikuti pemilu dan 
pilkada pada periode berikutnya dapat dijatuhkan berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup. Proses pembuktian yang lebih cepat dapat 
mencegah individu yang tidak berintegritas dan berlaku curang 
untuk berpartisipasi pada kontestasi pilkada maupun pemilu.

Pemerintah bersama DPR harus kembali melakukan evaluasi 
terhadap regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan pilkada 
dan pemilu. Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa 
penyelenggaraan pesta demokrasi masih rentan akan praktik politik 
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uang. Hal ini tidak hanya berdampak bagi kualitas demokrasi, namun 
juga akan membuka ruang terjadinya praktik korupsi pada proses 
penyelenggaraan pemerintahan.

Proses evaluasi regulasi tersebut juga dapat disertai dengan 
harmonisasi UU Pilkada dan UU Pemilu. Beberapa pengaturan yang 
awalnya memiliki proses pembuktian hingga sanksi yang berbeda –
seperti aturan tentang uang mahar politik– dapat diselaraskan. Hal 
ini penting agar tidak terdapat disparitas ancaman sanksi korupsi 
politik yang terdapat pada UU Pemilu dan UU Pilkada. 

 - Hemi Lavour Febrinandez   -

Praktik politik 
uang dalam pemilu 
dan pilkada tidak 
hanya terjadi 
karena kurangnya 
pengawasan dari 
penyelenggara, 
namun juga karena 
regulasi yang tidak 
memberikan efek 
jera bagi para 
pihak yang terlibat. 
Untuk itu, penting 
untuk mendorong 
agenda reformasi 
dan harmonisasi UU 
Pemilu.
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Pasal Diskriminatif dalam RUU Pemilu                

Penyatuan aturan penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres), 
pemilihan anggota legislatif (pileg), serta pemilihan kepala daerah 
(pilkada) dalam sebuah undang-undang melalui revisi UU Pemilu 
merupakan langkah yang patut untuk diapresiasi. Sehubungan 
dengan itu, dapat dilakukan harmonisasi terhadap Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) 
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan 
Kepala Daerah (UU Pilkada).

Sayangnya, upaya untuk menyelaraskan aturan tentang 
penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal malah tersandung pasal 
yang tak subtantif dan diskriminatif. Ketentuan tersebut terdapat 
dalam Pasal 182 RUU Pemilu pemutakhiran per 26 November 
2020. Aturan itu secara spesifik memberikan larangan kepada bekas 
anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) – termasuk organisasi 
massanya– serta bagi bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 
untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada.

Munculnya pelbagai bentuk pembatasan yang terdapat dalam 
prasyarat untuk menjadi peserta dalam pemilu dan pilkada 
sesungguhnya bertujuan agar dapat menjaring calon-calon 
pemimpin yang memiliki integritas, kapasitas, moral, hingga mampu 
mendapatkan kepercayaan masyarakat. Seringkali tujuan baik 
ini malah tersandung oleh proses penyusunan hingga muatan isi 
peraturan perundang-undangan terkait yang menciderai hak politik 
seseorang.

Masalah pembatasan hak sebenarnya tidak dilarang dalam rumusan 
sebuah produk hukum. Bahkan konstitusi sekalipun membagi Hak 
Asasi Manusia menjadi dua bagian, yaitu hak yang dapat dikurangi 
(derogable rights) dan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun (non-derogable rights). Hak yang tidak dapat dibatasi di dalam 
konstitusi hanya terdapat pada Pasal 28I (1) UUD 1945, diantaranya 
yaitu “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
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hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk 
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Oleh 
karena itu, pemerintah memiliki legal standing untuk melakukan 
pembatasan terhadap hak yang dimiliki oleh warga negara di luar 
Pasal 28I UUD 1945.

Sesuai dengan uraian tersebut, menjadi hal yang lumrah jika terdapat 
pembatasan-pembatasan pada syarat administratif calon peserta 
dalam UU Pemilu. Namun, pembatasan terhadap hak-hak tersebut 
haruslah berdasarkan pada alasan yang kuat dan proporsional. 
Pilihan langkah untuk membatasi hak politik seseorang juga harus 
dimaksudkan untuk menjamin terlindunginya hak serta kebebasan 
orang lain. Pada saat regulasi tersebut diberlakukan, maka tidak 
akan terdapat pihak yang dirugikan.

Sebagai sebuah negara hukum yang telah menuangkan ketentuan 
tentang perlindungan pelbagai hak konstitusional warga negara 
(the citizen’s constitutional rights) ke dalam rumusan Pasal 28A-28J 
UUD 1945, seharusnya telah menjadi jaminan perlindungan yang 
paripurna serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 
orang untuk menduduki sebuah jabatan politik. Tetapi terselipnya 
sebuah pasal yang berpotensi membuka ruang diskriminasi secara 
langsung akan menarik mundur demokrasi Indonesia.

Telah Dijawab oleh Putusan Mahkamah Konstitusi

Munculnya ketentuan yang membatasi hak politik bagi mantan 
anggota maupun simpatisan dari sebuah partai atau kelompok 
masyarakat yang dilarang oleh pemerintah tidak hanya terjadi kali 
ini saja. Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
pernah mencoba untuk memasukan prasyarat diskriminatif yang 
sama.

Rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa “Calon anggota DPR, 
DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi 
syarat ... bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis 
Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang 
terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau 
organisasi terlarang lainnya”. Alasan dari munculnya nomenklatur 
dalam pasal tersebut di dasarkan pada Ketetapan MPRS Nomor 
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia 
yang secara umum menyatakan bahwa partai tersebut merupakan 

Hukum



Update Indonesia — Volume XV, No.2 – Februari 2021 30

organisasi terlarang. Tapi ternyata alasan tersebut masih belum 
dianggap kuat dan proporsional oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Setelah dilakukan judicial review terhadap ketentuan yang melarang 
Partai Komunis Indonesia maupun organisasi terlarang lainnya, MK 
melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 menyatakan bahwa 
ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Harusnya 
nomenklatur yang sama tidak lagi muncul dalam revisi UU Pemilu. 
Apalagi putusan tersebut telah memberikan alasan yang kuat untuk 
menggugurkan ketentuan diskriminatif tersebut.

Pada bagian pertimbangan putusan tersebut, MK menjelaskan 
bahwa pelarangan terhadap kelompok tertentu untuk menjadi 
peserta pemilu mengandung nuansa hukuman politik kepada 
kelompok tersebut. Pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam 
putusan ini pada akhirnya tidak hanya ditujukan dan diberlakukan 
kepada bekas anggota PKI yang menjadi objek pengujian, namun 
juga berlaku bagi kelompok lainnya seperti HTI.

Sebagai sebuah negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai 
kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus 
didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum tetap (inkracht). Pada konteks inilah pentingnya pembuktian 
atas sebuah perbuatan yang dapat mencabut hak tertentu milik 
seseorang. Oleh karena itu, tindakan pemerintah yang mencoba 
untuk mendiskreditkan kelompok atau individu tertentu melalui 
undang-undang maupun peraturan turunannya dapat dicegah.

Jika ketentuan ini tetap dipaksa masuk ke dalam RUU Pemilu, 
hal ini dapat menciptakan efek bola salju bagi aturan lain beserta 
aturan turunannya. Misalnya, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, 
dan regulasi terkait seperti UU Partai Politik. Singkatnya, pasal 
diskriminatif seperti ini berpotensi mempengaruhi peraturan terkait 
lainnya.

Bukti bahwa UU Pemilu dan UU Partai Politik saling mempengaruhi 
dapat kita lihat dari munculnya aturan tentang tindakan afirmasi 
(affirmative action) pada kedua undang-undang tersebut. Pada 
awalnya, hanya UU Partai Politik mengatur kewajiban 30% 
keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Kemudian aturan 
yang sama diakomodir oleh UU Pemilu yang mewajibkan 30% 
keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. 

Ketika terdapat syarat larangan bagi anggota organisasi tertentu 
menjadi peserta pemilu, maka UU Partai Politik juga harus diubah 
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agar dapat menyaring calon anggotanya. Dengan demikian, mereka 
tidak akan menemukan hambatan pada saat akan berpartisipasi 
dalam pemilu. Hal tersebut akan lebih mudah dijalankan karena 
hanya melalui mekanisme internal partai politik. Namun, akan 
berbeda jika hal ini dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang terikat 
dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pada saat UU Pemilu mengatur larangan bagi bekas anggota PKI 
atau HTI untuk berpartisipasi menjadi peserta pemilu, maka 
KPU dan Bawaslu juga harus membuat aturan pelaksana untuk 
menjalankan amanat undang-undang, termasuk mencantumkan 
pasal diskriminatif tersebut sebagai syarat administratif bagi calon 
peserta pemilu.

Penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab dalam melakukan 
verifikasi prasyarat yang diterima dari setiap calon peserta pemilu. 
Pada tahap ini, KPU akan menemui permasalahan. Karena melacak 
keanggotaan seseorang dengan adanya bukti tertulis (lex scripta) 
pada sebuah organisasi yang telah tidak eksis seperti PKI dan HTI 
akan menjadi hal yang sulit untuk dilakukan. Hal tersebut akan 
terbentur pada masalah pembuktian serta mengancam keadilan dan 
kepastian hukum individu yang hendak berpartisipasi dalam pemilu.

Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam bukunya Bagaimana 
Demokrasi Mati, memberikan empat indikator kunci perilaku 
otoriter. Diantaranya adalah melarang organisasi tertentu dan 
membatasi hak asasi sipil atau politik (Levitsky, 2019). Pasal 
diskriminatif yang melarang HTI dan PKI sebagai peserta pemilu 
telah memenuhi indikator kunci perilaku otoriter tersebut. Oleh 
karena itu, jika ketentuan yang membatasi hak politik ini tetap 
dipertahankan, maka demokrasi Indonesia akan terancam akibat 
pelanggaran terhadap kebebasan sipil tersebut dan berpotensi jatuh 
ke lubang otoritarianisme yang lebih dalam.

Memutus Rantai Diskriminasi dalam Demokrasi

Pembatasan hak bagi sebuah organisasi atau kelompok masyarakat 
tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu merupakan 
langkah mundur bagi iklim demokrasi di Indonesia. Padahal, 
terdapat beberapa terobosan bagi pemenuhan HAM masyarakat 
yang mampu dilahirkan oleh pembentuk UU. Salah satunya adalah 
perumusan tentang tindakan afirmatif yang mewajibkan terdapat 
minimal 30% perempuan dalam daftar calon anggota legislatif.
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Secara sederhana, Ani Widyani Soetjipto dalam Politik Perempuan 
Bukan Gerhana menjelaskan bahwa affirmative action merupakan 
sebuah tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan 
diskriminatif terhadap satu kelompok sosial tertentu (Soetjipto, 
2005). Hal tersebut bertujuan untuk mendorong persamaan posisi 
bagi pelbagai kelompok yang menderita akibat relasi kuasa yang 
timpang. Sampai pada akhirnya semua orang memiliki kesetaraan, 
termasuk untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik praktis.

Ketentuan tentang tindakan afirmatif tersebut pertama kali muncul 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik 
yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 
Kedua regulasi tersebut secara spesifik memerintahkan kepada 
partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan 
dalam kepengurusan. Ketentuan ini juga menjadi prasyarat bagi 
keikutsertaannya dalam pemilihan umum legislatif.

Tindakan khusus tersebut bukanlah sebuah pembatasan yang 
diskriminatif. Malah sebaliknya, partai politik diharuskan untuk 
meningkatkan keterlibatan perempuan agar dapat memiliki 
kesempatan dan perlakuan yang sama pada saat berpartisipasi 
dalam pemilu. Capaian akhirnya adalah dapat terlibatnya pelbagai 
kelompok yang awalnya termarjinalkan agar memiliki kesempatan 
yang sama untuk berpartisipasi dalam ranah politik.

Belajar dari afirmasi terkait keterwakilan perempuan dalam politik, 
seyogyanya aturan diskriminatif terkait pelarangan partisipasi dari 
kandidat yang berlatar PKI atau HTI tidak perlu muncul dalam RUU 
Pemilu. Usaha untuk memenuhi hak politik warga negara hanya 
akan dicederai oleh satu pasal tersebut.

Pada tahun-tahun lalu, kita telah mampu membuat lompatan 
dalam mengupayakan penyetaraan hak bagi seluruh warga negara 
untuk dapat berpartispasi secara aktif dalam pesta demokrasi. Hal 
tersebut merupakan satu hal yang lumrah jika kita merujuk pada hak 
warga negara yang terdapat di dalam 28D ayat (3) UUD 1945. Oleh 
karena itu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan, termasuk untuk dapat menjadi peserta dalam 
pemilu, tanpa ada pembatasan berdasarkan ras, gender, hingga 
afiliasi pada kelompok politik tertentu.

- Hemi Lavour Febrinandez -

Jangan sampai 
semangat untuk 
menghelat sebuah 
pesta demokrasi 
yang dapat dinikmati 
oleh semua orang 
tersandung oleh sebuah 
pasal diskriminatif. 
Jika ketentuan ini 
tetap dipaksa masuk ke 
dalam RUU Pemilu, hal 
ini dapat menciptakan 
efek bola salju dan 
masuknya pasal 
diskriminatif serupa 
bagi aturan terkait 
lain beserta aturan 
turunannya. Misalnya, 
Peraturan KPU, 
Peraturan Bawaslu, 
dan regulasi terkait 
seperti UU Partai 
Politik.
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Dunia Maya dalam Teropong Virtual Police 
 

“The most important political office is that of the private citizen,”

Louis Dembitz Brandeis

Menguatkan partisipasi dalam skema masyarakat informasi di ruang 
siber adalah salah satu program yang akan dilaksanakan oleh Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Pol.) 
Listyo Sigit Prabowo. Realisasi program besutan Kapolri tersebut 
akan mengikutsertakan entitas polisi dunia maya (virtual police) yang 
bertugas mengampanyekan pentingnya keamanan data pribadi. 
Selain itu, virtual police juga akan menjalankan fungsi edukasi bagi 
masyarakat terkait dengan cara bermedia sosial yang berbudaya 
dan beretika baik.

Ketika ditelisik lebih lanjut, wacana virtual police milik Kapolri 
ini menimbulkan pertanyaan. Terutama yang berkaitan dengan 
aktualisasi kebebasan sipil, seperti penyampaian pendapat. Sebab, 
temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia (2020) saja 
menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia semakin takut 
dalam menyuarakan pendapatnya (79,6 persen). Belum lagi, hasil 
survei yang sama juga menunjukkan bahwa 57,7 persen masyarakat 
menganggap aparat makin semena-mena dalam menangkap warga 
yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan pemerintah.

Dari situ, dapat diasumsikan bahwa kehadiran pengawas etika 
pengguna internet bernama virtual police berpotensi menjadi 
kontraproduktif dengan apa yang sedari awal diharapkan Kapolri. 
Lantas, sejumlah catatan dihadirkan dalam tulisan dengan merujuk 
pada pemaparan Jenderal Listyo saat melakukan Uji Kelayakan di 
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI), 20 Januari 
2021 lalu. 
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Penetrasi Polri di Dunia Maya

Apabila nantinya diterapkan, keberadaan virtual police akan 
menggenapkan pendekatan yang digunakan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Polri) di dunia maya. Pendekatan yang digunakan 
dalam tulisan ini merujuk pada Ernest James Wilson (2008), seorang 
akademisi dari University of Southern California, yang menjelaskan 
terminologi hard power dan soft power. Wilson menafsirkan hard 
power sebagai kapasitas untuk memaksa seseorang bertingkah laku 
sesuai dengan apa yang dikehendaki pemilik kekuatan. Sementara, 
soft power adalah bentuk penggunaan kekuatan tersebut dengan 
cara yang lebih persuasif.

Pendefinisian  Wilson   kemudian   diaplikasikan   dalam    
menggambarkan upaya penetrasi Polri ke dalam dunia maya. 
Sebelumnya, Polri sudah menghadirkan polisi siber (cyber 
police) sebagai wujud dari pendekatan keras (hard power) yang 
mengutamakan penegakan hukum di dunia maya. Cyber police 
di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) sendiri berada 
persis di bawah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, dan 
dari laman resmi patrolisiber.id diketahui bahwa satuan tugas yang 
telah beroperasi sejak tahun 2017 ini memiliki  kewajiban untuk  
menangani dua jenis kejahatan, yaitu computer crime dan computer-
related crime. Sementara, pendekatan yang lebih lunak (soft power) 
akan diejawantahkan melalui pembentukan virtual police, karena 
peran entitas ini akan diposisikan untuk mengkurasi etika dan budaya 
bermedia sosial bagi pengguna internet di Indonesia. 

Pasal 13 ayat c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Republik Indonesia memang menjelaskan bahwa salah 
satu tugas pokok Polri adalah memberikan pengayoman kepada 
masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c 
bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri dapat membina 
masyarakat untuk meningkatkan partisipasi. Hal tersebut selaras 
dengan apa yang melatari Kapolri dalam mewacanakan pembentukan 
virtual police. Namun, landasan ini harus didukung dengan sebuah 
mekanisme kerja virtual police yang memiliki ruang lingkup yang 
jelas. Disayangkan, argumen kedua di tulisan ini menunjukkan tidak 
hadirnya mekanisme kerja yang dimaksud.

Celah dan Kekhawatiran

Saat Uji Publik, kata ‘beretika’ dan ‘berbudaya’ digunakan oleh 
Kapolri dalam menggambarkan orientasi  virtual police. Tidak 
adanya penjelasan lebih lanjut soal dua kata tadi akhirnya membuat 
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wacana virtual police masih belum dilengkapi dengan kerangka yang 
jelas. Di sisi lain, indikator seperti apa yang kemudian menjadikan 
pengguna internet dapat dianggap beretika dan berbudaya oleh 
virtual police begitu penting untuk dihadirkan. Tujuannya semata 
untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang  justru merugikan 
masyarakat. Kekhawatiran tersebut tentu tidak  muncul tanpa 
sebab. Kasus-kasus pengintaian dan peretasan, yang seringkali diikuti 
dengan penangkapan sejumlah aktivitis oleh pihak kepolisian selama 
tahun 2020, adalah preseden yang sangat menguatkan kecemasan 
masyarakat untuk berekspresi dan menyampaikan pendapatnya 
di dunia maya. Merujuk pada salah satu bagian dari laporan akhir 
tahun The Indonesian Institute, Indonesia 2020 1,  kasus intimidasi 
yang terjadi pada kelompok buruh dan mahasiswa penolak Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja mengilustrasikan secara konkret bentuk-
bentuk intrusi yang terjadi di dunia maya itu.

Dalam kesempatan Uji Publik yang sama, Kapolri justru menyatakan 
bahwa virtual police berpeluang dikolaborasikan dengan influencers 
dalam menjalankan fungsi edukasinya. Hal ini menjadi problem yang 
penting untuk digarisbawahi, karena dalam pemaparannya, Kapolri 
menyatakan bahwa kriteria influencers yang dapat digandeng adalah 
mereka yang memiliki cukup banyak followers. Tidak ada kriteria 
lain yang disebutkan Kapolri dalam kesempatan tersebut. Hal ini 
mengkhawatirkan, karena pengalaman melibatkan influencers dalam 
mengampanyekan UU Cipta Kerja yang berakhir buruk di tahun lalu 
sejatinya cukup untuk menjadi catatan bagi Polri dalam menimbang 
rencana kolaborasi tersebut.

Selain itu, keberadaan entitas virtual police, yang mungkin 
dikombinasikan dengan influencers, juga berpeluang mendominasi 
perbincangan yang ada di dunia maya. Apalagi, laporan dari 
Indonesia Corruption Watch (2020) memperlihatkan bahwa Polri 
menjadi instansi yang memiliki anggaran belanja paling besar untuk 
aktivitas digital. Dalam laporan tersebut, nilai paket pengadaan 
aktivitas digital milik Polri mencapai Rp937 miliar.

Di sisi lain, pengutamaan kuantitas akan membuat narasi masif 
dan kontinu yang nantinya dibawa oleh virtual police berpotensi 
menimbulkan ketimpangan serta menutup varian perbincangan 
lain yang menunjukkan perbedaan. Terlebih, limpahan sumber 
daya dan model ‘satu komando’ akan menjadikan narasi-narasi 
yang dimunculkan oleh virtual police dan influencers sulit untuk 

1 Lihat tulisan berjudul Isu Peretasan Dalam Rancangan Undang-Undang Per-
lindungan Data Pribadi dalam A. T. Muchtar (Ed.), Indonesia 2020 (pp. 82-95). 
The Indonesian Institute Center for Public Policy Research.
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ditandingi. Akhirnya, proses deliberasi yang menjadi ciri khas dunia 
maya akan terkikis, dialog-dialog alternatif tidak berhasil mewujud 
dalam tingkat ketahanan yang berlangsung lama.

Catatan

Ada satu pewacanaan menarik mengenai prefiks yang digunakan 
dalam menyebut sektor yang berkaitan dengan internet. Mulai 
dari e-, siber, dan digital, di mana e- umumnya berkaitan dengan 
perdagangan, siber untuk hal-hal yang terasosiasi dengan keamanan 
dan kejahatan, serta digital untuk tingkat pembangunan (Kurbalija, 
2015). Terlepas dari penggunaan antar prefiks yang dapat dirubah, 
asosiasi yang melekat padanya menandakan kehadiran sejumlah 
opsi dalam memandang dunia maya. Oleh karena itu, penting bagi 
Polri untuk juga memahami kompleksitas pemaknaan dunia maya 
yang tidak melulu perlu diseragamkan ini. 

Karakter ruangnya yang begitu bebas tidak serta merta membuat 
langkah untuk mempenetrasi internet dengan pendekatan berbasis 
etika menjadi jawaban tepat, apalagi pendekatan yang berbasiskan 
penegakan hukum juga sudah dilakukan. Jika Kapolri dengan 
sungguh-sungguh menjamin eksistensi kreativitas masyarakat, 
maka memandang dunia maya tidak hanya sebagai arena yang perlu 
ditertibkan dan dihantui oleh sanksi adalah tindakan yang wajib 
dilakukan.

Oleh karenanya, tulisan ini berpendapat bahwa wacana 
pembentukan virtual police tidak dilandasi oleh kebutuhan yang 
mendesak. Kondisi masyarkat yang justru kian gelisah dan merasa 
tidak aman, terutama saat menyampaikan pendapat, sebaiknya 
menjadi prioritas utama Polri. Misalnya saja melalui penguatan 
Dittipidsiber dalam menindak computer crime dan computer-related 
crime yang memberikan kerugian secara nyata kepada masyarakat, 
sehingga rasa aman pengguna internet ketika beraktivitas di dunia 
maya dapat terpenuhi.

 - Rifqi Rachman -

Penting bagi Polri 
untuk memahami 
kompleksitas 
pemaknaan dunia 
maya yang tidak selalu 
harus diseragamkan, 
agar kebebasan 
dalam menyampaikan 
pendapat yang terlepas 
dari segala ancaman 
dapat terwujud secara 
penuh.
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Menghapus Wajah Pseudo-Demokratis 
Pemerintahan Jokowi

Setelah beragam respons negatif menyasar pernyataan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat lebih aktif dalam 
menyampaikan kritik, Jokowi akhirnya meminta Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly, untuk 
menginisasi langkah awal memperbaiki Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 
ITE) (cnnindonesia.com, 18/2). Sementara, Kepala Kepolisian RI 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga diminta oleh Presiden Jokowi 
untuk lebih selektif dalam mengurusi kasus yang menggunakan 
UU ITE. Listyo lantas mewacanakan opsi mediasi sebagai medium 
untuk menyelesaikan kasus tanpa perlu melakukan penahanan 
(tempo.co, 17/2).

Hal ini patut dikawal secara sungguh-sungguh, mengingat 
catatan tindak represif pada kelompok yang bertentangan dengan 
pemerintah menunjukkan taraf yang terhitung masif di periode 
kedua pemerintahan Jokowi. Catatan dari Kontras per Oktober 
2020 saja memperlihatkan adanya 10 kasus kirtik kepada Jokowi 
yang membuat 14 orang diproses hukum (tirto.id, 10/2). Oleh 
karena itu, janji untuk memperbaiki pasal-pasal karet dalam UU ITE 
harus tuntas, agar pemerintah yang dipimpin Jokowi tidak melulu 
bernuansa demokratis yang semu.

Refleksi Ketidaksesuaian Laku dan Kata

Menjaga kemawasan diri pada ucapan Jokowi rasanya tidak terlalu 
berlebihan. Sebab, apa yang terjadi pada penangkapan Dandhy 
Dwi Laksono dan Ananda Badudu di 2019 menjadi preseden 
terang soal tidak sinkronnya pernyataan yang dilontarkan Presiden 
dengan kenyataan yang ada di lapangan (liputan6.com, 27/9/21). 
Ruang politik yang tidak berhasil mempertemukan pembayangan 
ideal dengan kenyataan tersebut akhirnya menimbulkan nuansa 
demokrasi yang semu (pseudo-democratic). Mehran Kamrava 
(1998), seorang Professor di Georgetown University Qatar, 
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mencirikan ruang politik dalam pseudo-democratic dilimitasi dengan 
pengekangan yang legal pada kompetisi, partisipasi, dan kebebasan, 
yang umumnya dikesampingkan atas nama keamanan nasional. 

Saat konsep pseudo-democratic dari Kamrava didudukkan dalam 
konteks Indonesia, keberadaan dan praktik penggunaan UU ITE 
adalah elemen utama yang menjadikan konsep tersebut relevan. 
Sebab, keberadaan UU ITE membuat  praktik pengenaan pidana 
pada  kelompok yang vokal pada pemerintah menjadi legal. 
Walaupun, pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda 
paling besar Rp1 miliar mulanya ditujukan untuk menghadirkan 
ruang digital yang sehat, penggunaan pasal-pasal yang dianggap 
multitafsir pada akhirnya malah menyerang masyarakat yang 
mencoba bersuara atas keresahannya.

Perbaikan pada regulasi ini memang sudah dilakukan. Namun, 
sejumlah pasal senyatanya masih bisa dianggap sebagai pasal karet 
karena cara penggunaannya yang tidak tepat. Sebut saja Pasal 27 
ayat 1 dan ayat 3, Pasal 28 ayat 2, serta Pasal 29. Secara berurutan, 
pasal-pasal tersebut mengatur soal tindak pornografi, defamasi, 
ujaran kebencian, dan ancaman kekerasan yang dapat dikenakan 
sanksi berupa denda hingga kurungan. Sejumlah kasus yang 
disangkakan menggunakan deret pasal-pasal di atas juga memiliki 
tren yang sama: membungkam kritik melalui kriminalisasi. Ratusan 
daftar kasus menggunakan pasal-pasal UU ITE yang dihimpun oleh 
Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) di 
laman resmi mereka mengonfirmasi hal itu.

Opsi Tersedia

Lantas, apa yang harus dilakukan agar karakter demokrasi semu 
pemerintahan Jokowi dapat lepas dari sangkarnya? Merevisi 
kembali UU ITE tentu menjadi opsi yang paling ideal. Sebab, 
proses politik dalam memformulasikan pasal-pasal perbaikan akan 
membuka ruang bagi banyak elemen masyarakat untuk andil dalam 
memberikan pandangannya. Hal tersebut dapat terjadi jika parlemen 
juga memposisikan dirinya untuk menampung dan mengakomodasi 
aspirasi masyarakat secara luas.

Namun, perlu diingat juga bahwa proses revisi melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) tidak akan selesai dalam kurun waktu 
cepat. Berbagai kepentingan, baik yang berasal dari setiap fraksi, 
golongan, maupun posisi politik terhadap  pemerintah akan membuat 
pembahasan perbaikan pasal-pasal multitafsir UU ITE memakan 
waktu yang cukup panjang.
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Oleh karena itu, opsi menerbitkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang (Perppu) menjadi sangat baik untuk 
dipertimbangkan. Ada sejumlah alasan yang membuat pilihan ini 
baik. Pertama, mengeluarkan Perppu akan memotong banyak 
sekali waktu dan proses yang diperlukan untuk merubah pasal-
pasal problematis dalam UU ITE. Ketika Perppu disahkan, maka 
pasal-pasal multitafsir yang ada secara otomatis telah terpangkas. 
Selanjutnya, proses penetapan Perppu menjadi UU dapat menjadi 
agenda penyempurnaan sejumlah aturan yang ada di dalam Perppu 
tersebut. Tentu hal ideal ini dapat terwujud jika substansi dari Perppu 
bertul-betul menjawab permasalahan yang selama ini ditimbulkan 
oleh UU ITE.

Kedua, Perppu dapat menjadi cerminan dari komitmen Presiden 
dalam menegakkan hukum yang adil. Catatan kasus yang 
menggunakan UU ITE memperlihatkan begitu campingnya 
interpretasi atas pelaksanaan regulasi tersebut. Kalangan aktivis, 
jurnalis, mahasiswa, hingga masyarakat biasa adalah kelompok 
yang paling sering menjadi korban dari penggunaan aturan ini. 
Intervensi eksekutif pada permasalahan UU ITE melalui Perppu 
akan menegaskan pengutamaan keadilan, yang selama ini telah 
berjalan dalam balutan kepentingan pembungkaman.

Ketiga, intervensi eksekutif juga akan memperlihatkan secara 
gamblang keberpihakan pemerintah, dalam hal ini Presiden, kepada 
rakyat yang menderita karena regulasi ini. Kepemimpinan yang 
menunjukkan gelagat pseudo-democratic lantas bisa disapu bersih, 
manakala perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat 
menjadi orientasi utama dari setiap kebijakan pemerintah.

Menjadi keniscayaan bahwa Presiden telah mendapatkan banyak 
masukan dalam merespons permasalahan kebebasan berpendapat 
di Indonesia. Namun, semua bentuk saran tersebut hanya akan 
menjadi utuh ketika Presiden betul-betul mengalihkan kemudi 
pemerintahannya. Kita patut menanti dan berharap, arah baru yang 
dituju dan persiapkan Presiden akan membawa masyarakat pada 
kondisi yang jauh lebih baik, utamanya di soal kehadiran rasa aman 
dan bebas dari ancaman pemidanaan ketika mencoba bersuara.

 
- Rifqi Rachman  -
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Polemik Pembahasan Revisi UU Pemilu 
 

Pembahasan tentang revisi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 
tentang  Pemilihan Umum (UU Pemilu) bergulir pasca Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) berinisiatif untuk memasukkannya dalam 
pembahasan  Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 
Tahun 2021. 

Dalam perkembangan selanjutnya, pembahasan revisi UU 
membelah sejumlah fraksi di DPR. Fraksi-fraksi di DPR sebagai 
representasi partai politik memperdebatkan sejumlah isu dalam 
revisi UU tersebut. Tarik menarik kepentingan tidak terelakkan 
dalam pembahasan revisi UU tersebut. Bahkan hal ini kemudian 
menyeret pemerintah selaku mitra DPR dalam pusaran polemik 
yang berujung pada perdebatan jadi atau tidaknya revisi UU Pemilu. 
Bagian berikutnya akan mengupas dinamika dalam pembahasan 
revisi UU Pemilu. 

Dinamika Pembahasan Revisi UU Pemilu

Seperti yang telah disinggung di atas, pembahasan revisi UU Pemilu 
merupakan inisiatif DPR untuk membenahi penyelenggaraan 
pemilu di Indonesia. Terdapat beberapa isu yang kemudian menjadi 
perdebatan diantara fraksi di DPR. 

Beberapa isu tersebut misalnya, pertama, pilihan pengguna sistem 
pemilu terbuka, tertutup, atau campuran. Kedua, ambang batas 
parlemen (parliamentary threshold) dan presiden (presidential 
threshold). Ketiga, sistem konversi penghitungan suara menjadi 
kursi. 

Keempat, pertimbangan besaran kursi per daerah pemilihan 
(district magnitude). Kelima, mengenai keserentakan pemilu dengan 
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Keenam, digitalisasi pemilu. 
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Dalam perkembangannya dinamika pembahasan UU Pemilu 
berubah, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para 
partai politik di parlemen benar-benar mempertimbangkan soal revisi 
UU Pemilu. Terlebih, di tengah pandemi COVID-19 masih banyak 
persoalan yang masih belum benar-benar pulih (detik.com, 30/1). 
Keinginan Jokowi ini kemudian disambut semua partai pendukung 
koalisi pemerintah hingga pembahasan revisi berujung kepada dua 
opsi, yakni setuju dilakukannya revisi atau tidak setuju dilakukannya 
revisi.

Kemudian, pada 10 Februari 2021, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli 
Kurnia mengungkapkan bahwa Komisi II DPR sudah sepakat untuk 
tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) 
Pemilu. Alasannya, apabila ada satu pihak yang tidak sepakat, maka 
tidak akan terjadi pembahasan dan Undang-Undang pun tidak akan 
terbentuk (kompas.com, 10/2).

Menelaah Pembahasan Revisi UU Pemilu dari Aspek 
Kebijakan 

Keputusan Komisi II DPR yang memutuskan untuk tidak jadi 
membahas revisi UU Pemilu memunculkan pro dan kontra. 
Keputusan tidak setuju terhadap revisi UU Pemilu memang pada 
akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Mengutip pendapat Thomas R. 
Dye (2006) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah “whatever 
government chooses to do or not to do”.  Namun, dibuatnya sebuah 
produk kebijakan seharusnya berdasarkan argumentasi yang tepat 
terhadap permasalahan tersebut dan berdasarkan kepentingan 
umum. 

Konsekuensi dari keputusan untuk tidak melakukan revisi UU 
Pemilu pada akhirnya meninggalkan pekerjaan rumah terhadap 
penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Padahal revisi UU Pemilu 
diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperbaiki kualitas 
pemilu. Revisi ini juga penting untuk tidak mengulangi permasalahan 
seperti di pemilu sebelumnya.

Permasalahannya saat ini, keputusan tersebut pada akhirnya 
mendorong kecurigaan sejumlah pihak terutama partai politik di 
luar koalisi pemerintah dan juga kelompok masyarakat sipil, bahwa 
keputusan yang diambil juga tidak lepas dari kepentingan Pemilu 
Serentak 2024. Padahal, seharusnya DPR (terutama dalam hal 
ini partai koalisi pemerintah) dan Pemerintah dapat dengan jernih 
memikirkan keputusan tentang UU Pemilu, mengingat Undang-
Undang tersebut merupakan bagian dari desain demokrasi 
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Indonesia di masa depan. Patut diingat juga, bahwa UU Pemilu 
bukan hanya kepentingan partai politik saja, melainkan juga terdapat 
penyelenggara dan juga masyarakat sebagai pemilih. 

Menurunkan Kepercayaan Terhadap Partai Politik

Dinamika pembahasan revisi UU Pemilu memunculkan tanda tanya 
terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Walaupun dengan 
alasan mempertimbangkan penanganan COVID-19, seharusnya 
pembahasan revisi UU Pemilu harus tetap berjalan sama halnya 
dengan pembahasan RUU lainnya dalam daftar Prolegnas Prioritas 
2021. Karena seperti yang telah disinggung di atas, bahwa UU 
Pemilu merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kualitas 
demokrasi di negeri ini. 

Kegagalan revisi ini kemudian menambah catatan terhadap DPR 
sebagai representasi partai politik. Dikhawatirkan dengan hal 
tersebut menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai 
politik. Seperti dalam hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di 
tahun 2019 yang menyatakan hanya 53 persen masyarakat Indonesia 
yang mempercayai partai politik dan 61 persen mempercayai Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) (Katadata.co.id, 29/8/2019).

Ditambah lagi, mengingat selama ini ikatan antara partai politik 
dengan pemilih sangat rendah. Hal ini sebagaimana tergambarkan 
dari beberapa hasil survei yang menyatakan rendahnya ikatan 
pemilih dengan partai. Misalnya, hasil survei Politika Research and 
Consulting (PRC) dan Parameter Politik Indonesia (PPI) pada awal 
tahun 2020, yang menyatakan 85,9 persen responden tidak merasa 
memiliki kedekatan dengan partai politik tertentu. Sedangkan, 
hanya 14,1 persen yang merasa memiliki kedekatan dengan partai 
politik tertentu (republika.co.id, 24/2/2020). Bahkan sebelumnya, di 
tahun 2017, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 
menyatakan hanya 11,7 persen warga Indonesia yang memiliki 
kedekatan dengan partai yang diyakininya (kbr.id, 3/1/2018). 

Temuan dari beberapa survei di atas seharusnya menjadi gambaran 
bagi partai politik untuk memikirkan secara matang peran dan 
fungsi mereka. Jika masyarakat saja tidak lagi mempercayai 
partai politik sebagai institusi demokrasi, maka hal ini juga akan 
mempengaruhi legitimasi parlemen sebagai representasi rakyat 
dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, sudah semestinya partai 
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politik membenahi internalnya, karena jika tidak, partai politik akan 
semakin dianggap sebagai lembaga perwakilan segelintir elit, bukan 
sebagai perwakilan rakyat dan membawa Indonesia pada krisis 
legitimasi.

 

- Arfianto Purbolaksono  -

Politik

Keputusan tidak 
melakukan revisi 
UU Pemilu pada 
akhirnya meninggalkan 
pekerjaan 
rumah terhadap 
penyelenggaraan 
pemilu di Indonesia. 
Padahal revisi UU 
Pemilu diharapkan 
dapat menjadi 
pintu masuk untuk 
memperbaiki kualitas 
pemilu. Revisi ini 
juga penting untuk 
tidak mengulangi 
permasalahan seperti di 
pemilu sebelumnya.
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Kekerasan oleh Oknum Polisi: Mempertanyakan Fungsi 
Pengayoman Terkait Polisi dan Implementasi Prinsip 

Kepolisian Demokratis 

 

Seorang tahanan di Polres Balikpapan (Herman) tewas bulan 
Desember 2020. Tewasnya Herman tersebut diduga karena 
adanya tindak kekerasan oleh oknum polisi saat proses penyidikan. 
Kasus tersebut menunjukkan masih adanya tindak kekerasan 
yang dilakukan oleh oknum polisi pada masyarakat sipil.  Selain 
kasus Herman, empat kasus kekerasan di dalam tahanan lainnya 
juga terjadi di bulan Desember lalu (Narasi, 2021). 

Selain kekerasan yang terjadi di dalam tahanan, kekerasan 
juga dilakukan oleh oknum polisi di luar tahanan. Saat proses 
demonstrasi misalnya. Pada tahun 2020, KontraS menerima 1500 
aduan kekerasan aparat selama demo (Kompas.com, 2020). Data 
juga menunjukkan bahwa pada kurun waktu tahun 2018 hingga 
2019 terdapat 643 kasus kekerasan yang dilakukan oleh Polisi 
(KontraS dalam CNN, 2019). Kekerasan tersebut diantaranya 
berbentuk penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan 
korban luka dan tewas.

Kekerasan yang terjadi baik itu di dalam tahanan maupun di luar 
tahanan menunjukkan masih adanya oknum polisi yang belum 
mampu mengayomi warga. Berbagai tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh polisi tersebut termasuk dalam tindak pelanggaran 
Hak Asasi Manusia (HAM) (LBH Bandung, 2020). Padahal 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 
Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu tugas polisi 
yakni memberi perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat.

Menurut Putri dalam (Persada, 2019), kekerasan yang dilakukan 
oleh oknum polisi masih terjadi karena tidak adanya sanksi 
hukum yang tegas bagi pelaku. Pada tahun 2020, tidak ada kasus 
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kekerasan dengan terduga anggota kepolisian yang berakhir di 
meja hijau (Kontras dalam Kompas.com, 2020). Bukti lain tidak 
tegasnya lembaga kepolisian pada oknum polisi yang melakukan 
kekerasan adalah tidak ditemukannya tersangka pembunuh 
Yusuf (demonstran asal Sulawesi) hingga saat ini (Tegas.co, 
2021). Padahal hasil penyelidikan KontraS (dalam Wijaya, 2019) 
menunjukkan bahwa Yusuf meninggal akibat ditembak saat 
demonstrasi. Bahkan oknum yang diduga membunuh Yusuf 
tersebut masih aktif menjadi anggota Lembaga Kepolisian.

Pada kekerasan yang terjadi di dalam tahanan, kebanyakan 
tindak kekerasan terjadi di ruang interogasi (KontraS dalam 
Persada, 2019). Kekerasan sering terjadi karena polisi mengejar 
pengakuan atau alat bukti dari tersangka (Putri dalam Persada, 
2019). Seperti halnya kasus Herman, ia diduga dipaksa mengaku 
bahwa ia merupakan pelaku pencuri handphone (Rosadi, 2021). 
Pemaksaan tersebut dilakukan dengan tindak kekerasan. Tindak 
kekerasan dipilih karena kurangnya kemampuan polisi dalam 
menggali informasi (KontaS dalam Persada, 2019).

Kekerasan Masih Menjadi Kultur di Lembaga Kepolisian

Kekerasan masih menjadi kultur dalam lembaga kepolisian 
(KontraS dalam Persada, 2019). Anggota Ombudsman RI Ninik 
Rahayu juga menyatakan bahwa pihaknya menemukan masih 
tingginya maladministrasi tindak penyiksaan di rutan dan lapas 
atau pun tempat serupa tahanan dilakukan anggota Polri. Selain 
itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik juga mencatat 
bahwa Polri merupakan institusi terbanyak yang dilaporkan 
terkait praktik kekerasan  (Merdeka, 2021).

Adanya kultur kekerasan dalam lembaga kepolisian 
mengindikasikan bahwa tindak kekerasan yang terjadi di lembaga 
kepolisian juga termasuk dalam kekerasan kultural. Menurut 
Galtung dalam (Eriyanti, 2017), kekerasan kultural terjadi 
karena adanya sikap dan keyakinan yang mengelilingi seseorang 
dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya tindak kekerasan yang 
dilakukan oleh oknum polisi mengindikasikan bahwa tindak 
kekerasan merupakan sesuatu yang lumrah bagi oknum-oknum 
Polri. 

Lumrahnya tindak kekerasan di lembaga kepolisian terjadi karena 
adanya pembiaran oleh atasan oknum pelaku kekerasan maupun 
oleh institusi kepolisian (Raharjo & Angkasa, 2011). Kondisi 
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tersebut sama seperti konsep segitiga kekerasan milik Galtung 
dalam (Eriyanti, 2017). Segitiga kekerasan terdiri dari kekerasan 
langsung, kekerasan kultural dan kekerasan struktural.

Jika tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi dianalisis 
menggunakan konsep segitiga kekerasan, tindak penembakan dan 
penyiksaan yang dilakukan oleh oknum polisi pada masyarakat 
sipil termasuk ke dalam kekerasan langsung. Kekerasan langsung 
tersebut masih terjadi hingga saat ini karena adanya kultur 
kekerasan di lembaga kepolisian. Kultur kekerasan tersebut 
masih langgeng karena adanya struktur yang membiarkan kultur 
tersebut terus eksis. Oleh karena itu, harus ada struktur yang 
merubah kultur tersebut agar kekerasan tidak lagi terjadi.

Mendorong Prinsip Polisi Demokratis untuk Menghapuskan 
Kekerasan

Galtung optimis kekerasan dapat dihapus bila kita mengetahui 
penyebab terjadinya tindakan tersebut. Tindak kekerasan oleh 
oknum polisi, baik itu di dalam tahanan maupun di luar tahanan, 
selain karena faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, juga 
dapat terjadi karena minimnya pemahaman oknum polisi akan 
prinsip-prinsip polisi demokratis. Jika proses-proses pemolisian 
dilakukan secara demokratis, maka tidak akan ada pelanggaran 
HAM yang terjadi.  

Prinsip polisi demokratis yang muncul pasca reformasi belum di 
implementasikan secara optimal oleh Polri. Dalam prinsip polisi 
demokratis, polisi didorong untuk menghargai hak-hak sipil, 
tunduk pada prinsip-prinsip demokrasi dan good governance, 
serta melakukan pemolisian modern (community policing) 
(PUSHAM-UII, 2013). Prinsip tersebut harus diimplementasikan 
agar tidak lagi terjadi tindak kekerasan oleh oknum Polri. 

Bayley dalam (Dermawan, 2008) menyebutkan beberapa cara 
untuk mewujudkan kepolisian yang demokratis. Diantaranya 
yakni polisi harus melindungi HAM, terutama yang diperlukan 
untuk jenis kegiatan politik yang bebas yang merupakan ciri dari 
demokrasi, kegiatan demonstrasi misalnya. Selain itu, polisi juga 
harus transparan dalam aktivitas-aktivitas mereka. Kedua prinsip 
tersebut dapat didorong untuk menghapuskan kultur kekerasan 
di lembaga kepolisian. 

Harus ada kemauan yang kuat dari lembaga kepolisian dan 
negara untuk menyudahi kultur tersebut. Selain mendorong 
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penerapan prinsip-prinsip di atas, Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Kapolri) juga harus memaksimalkan peran 
pejabat pengawas penyidikan untuk menghilangkan kekerasan di 
dalam tahanan.  

- Nisaaul Muthiah -

Sosial

Bagaimanapun juga, 
tidak boleh ada 
pelanggaran HAM yang 
mengatasnamakan 
penegakan hukum. 
Apalagi tugas polisi 
adalah mengayomi 
masyarakat sipil bukan 
meniadakan HAM yang 
mereka punya. 
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Lika-Liku Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh
 
 

Saat ini penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih 
mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yakni 
menyerahkan keputusan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) pada daerah (Kemendikbud, 2021). Keputusan tersebut 
dibuat karena pemerintah daerah (Pemda) merupakan pihak yang 
dianggap paling memahami kebutuhan daerah masing-masing. 
Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2021), 
SKB empat Menteri juga menekankan beberapa poin selain otoritas 
Pemda, diantaranya: Pertama, keputusan untuk melakukan PTM 
harus mendapat persetujuan dari komite sekolah atau wali murid. 
Kedua, sekolah yang dibuka wajib memenuhi syarat kesehatan dan 
keselamatan serta menerapkan protokol kesehatan.

Kebijakan PJJ di atas mempunyai berbagai kelebihan dan kelemahan. 
PJJ memang dapat mengantisipasi penyebaran coronavirus 
disease 2019 (COVID-19), namun PJJ dapat mengurangi kualitas 
pendidikan yang diterima oleh siswa (Kemendikbud dalam 
Ramadhan, 2021). Penurunan kualitas belajar tersebut terjadi 
karena saat PJJ siswa tidak mendapat materi pembelajaran 
yang cukup. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, 
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) 
Kemendikbud, Jumeri dalam Ludiyanto (2021), menyatakan bahwa 
dalam pengimplementasiannya, PJJ tidak berjalan secara efektif. 
PJJ didesain untuk mengurangi penyebaran COVID-19, namun 
kenyataannya saat PJJ berjalan, anak-anak justru tidak berdiam diri 
di rumah. Mereka bermain dengan teman-teman sebaya mereka 
tanpa menerapkan protokol kesehatan.  

Di beberapa daerah, orang tua dan guru mengalami kendala dalam 
menerapkan PJJ. Di salah satu SD di Gunung Kidul Yogyakarta 
saja, dalam satu sekolah hanya terdapat 30% siswa yang memiliki 
gawai untuk melakukan PJJ (Kumparan.com, 2021). Padahal 
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Gunungkidul bukan merupakan daerah yang tertinggal. Jika kondisi 
aksesibilitas akan teknologi di daerah yang tidak tergolong sebagai 
daerah tertinggal saja masih buruk, maka dapat dibayangkan betapa 
buruknya aksesibilitas pada teknologi di daerah tertinggal. Selain 
kendala pada aspek kepemilikan gawai, Tim Direktorat Jendral 
Pendidikan Islam Kementerian Agama juga mengungkapkan masih 
banyaknya daerah yang belum terjangkau oleh sinyal provider 
internet dan belum mendapat listrik (Caesaria, 2021).

Tidak hanya masalah infrastruktur dan akses pada teknologi saja, 
banyak juga orang tua dan guru yang memiliki kendala dalam 
pelaksanaan PJJ. Tidak semua orang tua memerhatikan anak 
mereka saat PJJ lantaran perbedaan kemampuan orang tua dalam 
memahani pelajaran anak (Ogesnata, 2021). Perbedaan kesibukan 
orang tua juga berpengaruh terhadap implementasi PJJ. Pada aspek 
guru, Direktur Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Ditjen 
Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Praptono dalam Putra 
(2020) menyatakan bahwa 60% guru mengalami permasalahan 
dalam pembelajaran yang menggunakan perangkat teknologi.

Orang Tua Murid dan Guru Vs Pemerintah Daerah

Pada dasarnya, masing-masing daerah memiliki kendala yang 
berbeda-beda dalam penerapan PJJ, termasuk dalam kendala 
infrastrutur, serta akses dan kemampuan teknologi (Ihsan, 2020). 
Maka dari itu, Pemerintah Pusat memberikan hak penuh bagi Pemda 
dan orang tua murid untuk menentukan keberlanjutan PJJ.

Di Yogyakarta, sejumlah kepala sekolah dan orang tua meminta 
pemerintah agar segera memulai PTM karena kurang optimalnya 
PJJ (Kumparan.com, 2021). Kurang optimalnya PJJ di Yogyakarta 
dikarenakan rendahnya kemampuan orang tua murid dalam 
menyediakan gawai dan kuota untuk PJJ. Di sisi lain, Pemda 
Yogyakarta belum mengizinkan diterapkannya PTM karena masih 
tingginya kasus COVID-19 di provinsi tersebut (Kumparan, 2021). 

Di Jawa Tengah, pegiat pendidikan dari Yayasan Satu Karsa Karya 
(YSKK) juga mendorong agar PTM segera dilakukan dengan 
memerhatikan protokol kesehatan yang ketat (Ludiyanto, 2021). 
Menurutnya, jika PJJ terus dilanjutkan akan berakibat pada 
semakin buruknya kualitas pendidikan generasi yang terdampak 
pandemi COVID-19. Di Solo, PTM sudah disimulasikan pada 
ahir tahun 2020 di jenjang pendidikan SMP dan SMA. Namun, 
simulasi tersebut berhenti karena Gubernur Jawa Tengah melarang 
diadakannya PTM (Ludiyanto, 2021). Gubernur masih melarang 
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dilakukannya PTM sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 yang 
terus meningkat (Saputra, 2020).

Kedua contoh kasus di atas menunjukkan adanya ketidaksinkronan 
antara kemauan Pemda dan kemauan orang tua murid. Pemda 
menginginkan penundaan PTM karena semakin meningkatnya 
penyebaran COVID-19, namun tidak sedikit orang tua murid 
yang menginginkan dimulainya PTM karena mereka tidak mampu 
membantu anak mereka dalam mengoptimalkan PJJ. Oleh karena 
itu, perlu adanya dialog antara Pemda, guru dan orang tua murid di 
masing-masing daerah untuk mencari solusi bersama.

PTM atau PJJ

Adanya  realita  bahwa  saat  PJJ  berlangsung anak-anak justru 
bermain dengan teman-teman sebaya mereka tanpa protokol 
kesehatan, juga kendala akses pada teknologi, infrasruktur, 
serta kurangnya kemampuan guru dan orang tua murid dalam 
mendampingi anak telah menyebabkan PJJ tidak berjalan secara 
optimal. Oleh karena itu, kualitas pembelajaran siswa menurun, 
yang dapat menyebabkan menurunnya kualitas pendidikan siswa. 
Singkatnya, PJJ terus-menerus bukan menjadi jawaban atas 
permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini, kecuali jika pemerintah 
mampu memfasilitasi akses pada teknologi, infrastruktur pendukung 
teknologi, serta kemampuan untuk mengoperasikan teknologi itu 
sendiri.

Pemerintah memberlakukan PJJ untuk mengurangi penyebaran 
COVID-19. Namun jika anak-anak bermain dengan teman-teman 
sebaya mereka tanpa protokol kesehatan, hal tersebut justru dapat 
menjadi klaster penyebaran COVID-19 tersendiri. Penerapan PTM 
dengan protokol kesehatan yang ketat dapat menjadi solusi yang 
efektif di beberapa daerah. 

Jika PTM diselenggarakan, sekolah harus benar-benar 
mempersiapkan standar operasional yang disesuaikan dengan kondisi 
saat ini. Pun melalui PTM, sekolah dapat melakukan sosialisasi 
secara langsung tentang protokol kesehatan. Kehadiran siswa di 
sekolah dengan protokol kesehatan akan lebih baik dibanding anak-
anak bermain dengan teman-teman sebaya mereka tanpa protokol 
kesehatan.  

- Nisaaul Muthiah -

Sosial

PJJ didesain untuk 
mengurangi penyebaran 
COVID-19. Namun 
adanya fakta bahwa 
banyak anak yang 
bermain dengan teman 
sebaya mereka tanpa 
protokol kesehatan 
di masa PJJ, justru 
dapat menyebabkan 
klaster penyebaran 
COVID-19 tersendiri. 
Ditambah lagi dengan 
banyaknya kendala 
saat PJJ. Perlu adanya 
komunikasi antara 
Pemda dengan guru, 
orang tua dan anak 
untuk mendiskusikan 
penerapan PTM dengan 
protokol kesehatan 
yang ketat.
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Profil Institusi

The Indonesian Institute (TII)    adalah lembaga penelitian 
kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi 
didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan 
intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang 
independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya 
berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, 
perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia 
untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk 
memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan 
memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik 
lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi 
masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan 
partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan 
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat 
diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-
hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan 
masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik 
di Indonesia.

TII  juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam 
masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup 
mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses 
demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil 
bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan 
oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. 
Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan 
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misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi 
melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi 
publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), 
penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa 
Indonesia dan The Indonesian Update, dalam Bahasa Inggris), 
kajian kebijakan tengah tahun (Policy Assessment), laporan tahunan 
(Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian 
Forum).

Alamat kontak:
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

 Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92, 
Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com
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RISET BIDANG EKONOMI
Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai 
pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah 
satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya 
membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan 
kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih 
lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah 
untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. 
Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus 
dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII  memiliki  fokus  penelitian di  bidang  ekonomi  pada  isu  kebijakan  
moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan 
berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip 
kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank 
Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik 
inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada 
pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah 
maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus 
penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan 
infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII 
juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan 
pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam 
meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. 

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh 
perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan 
untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga 
donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII 
tawarkan adalah (1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek 
Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.

 

RISET BIDANG HUKUM
Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus 
dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan 
dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan.
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Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif 
sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah 
naskah akademik yang  berkualitas. Hal ini penting untuk 
mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, 
dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah 
akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, 
terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan 
peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah 
atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik 
dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, 
dapat diminimalisir sesegera mungkin. 

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, 
antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan 
naskah akademik, legal opinion terhadap harmonisasi dan 
sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan legislative 
drafting terhadap pembentukan draf ranperda atau atau 
peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII 
juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas 
permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan 
Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi 
Politik. 

 RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai 
regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia 
mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam 
babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi 
Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah 
Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola 
pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintah juga 
dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan 
pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan 
publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah 
untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. 
Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor 
politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi 
masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses 
kebijakan.
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Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang 
politik TII menawarkan kajian kebijakan (policy assessment). 
Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi 
aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian 
yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan 
pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi 
masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan 
kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada 
khususnya dan penerapan prinsip-prinsip Open Government 
pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam 
upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan 
informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan 
rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang 
strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong 
penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat 
maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: 
(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) 
Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment 
Research, (5) Survei Indikator.

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan 
yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. 
Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, 
Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan 
Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-
bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan 
terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang 
dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya 
perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, 
kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan 
rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah 
menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan 
efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu 
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yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, 
kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan 
lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh 
TII adalah (1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative 
Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) 
Need Assessment Research, (5) Program Evaluation 
Research, dan (5) Survei Indikator.
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Survei Bidang Politik

SURVEI PRA PEMILU DAN 
PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII 
adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang 
mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun 
pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah 
proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi 
dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah 
satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, 
mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil 
Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama 
menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih 
kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data 
empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat 
Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan 
pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu 
mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat 
di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) 
mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan 
sebagai vote getter; serta (4) mengetahui medium yang paling 
efektif untuk kampanye.
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Evaluasi Kegiatan

EVALUASI PROYEK ATAU 
PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah 
evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan 
pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan 
di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau 
program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah 
yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program. 

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan 
menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau 
program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan 
proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir 
memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran 
dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama 
diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di 
akhir periode proyek atau program.
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Diskusi Publik

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-
masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, 
pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai 
media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan 
para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat civil 
society, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang 
tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, 
konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya.  Pertimbangan utama 
pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta 
konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum 
dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu 
peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga 
menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal  The Indonesian 
Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi 
yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan 
forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan 
dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar 
mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara 
berkala TII memberikan policy brief (rekomendasi kebijakan) kepada para 
pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para 
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Fasilitasi dan Advokasi

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan 
diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program 
penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD 
sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk 
mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, 
demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota 
DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam 
memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik 
legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian 
pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul  baik 
sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun 
yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The 
Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk 
mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang 
baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku 
kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini 
menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi 
forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, 
lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa 
program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam 
rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang 
dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk 
bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).
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